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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tujuan utama pembangunan negara tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pembangunan nasional dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur 

meliputi jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dijalankan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.   

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan 

kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.  

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga 

harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan 

memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah, undang-

undang tersebut juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun dokumen perencanaan 

pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
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RPJMD merupakan  dokumen penjabaran visi, misi, dan program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.  Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 27 

November 2024 telah menghasilkan  pasangan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Terpilih periode 2025-2030, yaitu Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dan dr. 

Reny A Lamadjido, M.Kes. Sp. PK. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur 

periode 2025-2030 tersebut dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh 

Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur 

terpilih  berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk 

Peraturan Daerah, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 70 ayat 

1 yang menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJMD Provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD Provinsi paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah di lantik. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 

Tahun 2025 menekankan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah 

menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib selaras 

berdasarkan pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat 

Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, 

potensi daerah dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan 

pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara 

berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah 

daerah dan Perangkat Daerah (PD).  Dokumen Perencanaan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan dalam Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam 

perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD). 

Proses penyusunan RPJMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
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Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, proses dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang 

meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang 

pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) 

Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) Penyiapan data dan 

informasi perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan (e) 

penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik 

RPJMD disusun sebelum penetapan kepala daerah dan wakil Kepala daerah 

terpilih. 

 Sebagaimana disebutkan paa pasal 263 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah  merupakan dokumen 

RPJMD  merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah 

dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat 

daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD 

dan RPJMN. Oleh karena itu, muatan substansi RPJMD Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025- 2029 telah diselaraskan dengan berbagai kebijakan 

Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029, antara lain meliputi Asta 

Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi 

Tengah tahun 2025-2045.  RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 

merupakan tahap I (periode 2025-2029) dalam pelaksanaan RPJPD Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045. Dalam mengimplementasikan tema 

pembangunan periode pertama RPJPD yakni penetapan Fondasi 

Transformasi maka RPJMD memuat perencanaan yang selaras dengan 

sasaran visi dan misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok serta indikator 

utama pembangunan RPJPD. Selain itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 
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2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) setiap perangkat daerah sebagai penanggung jawab 

penyelenggaran urusan pemerintahan.  Renstra Perangkat Daerah juga 

memiliki jangka waktu lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan 

dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), sedangkan pada tingkat Perangkat daerah yaitu  Renstra 

selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah.   

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun 

RPJMD telah menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 serta Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan 

rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD 

Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan 

berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 

RPJMD Tahun 2025-2029. Pendekatan perencanaan pembangunan yang 

dimaksud tersebut, meliputi: 

1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini berdasarkan metode dan 

kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan. Pendekatan ini dimulai dengan penyusunan rencana 

pengumpulan data dan informasi, peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan analisis dan kajian terhadap data dan informasi yang 

dihimpun kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan; 

2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan 

unsur-unsur pemangku kepentingan sebagai upaya untuk memperoleh 

berbagai aspirasi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara para 

pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam 

pengambilan keputusan; keterwakilan seluruh elemen masyarakat; 
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terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan 

daerah; serta terwujudnya konsensus pada semua tahapan pengambilan 

keputusan; 

3. Pendekatan Politis, sebagai upaya dalam menjabarkan agenda-agenda 

pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih atau dengan kata lain menerjemahkan Visi dan Misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;  

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, hasil pendekatan bawah-atas 

melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat berupa konsultasi publik 

dan musrenbang RPJM Daerah, dan pendekatan atas-bawah, berupa 

penyelarasan dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah dan 

Nasional sebagai upaya dalam menciptakan sinergitas; 

5. Pendekatan holistik-tematik, dalam perencanaan pembangunan daerah 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor 

potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya;  

6. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa 

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam 

upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.  

7. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi 

keruangan dalam perencanaan yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

 

Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan dokumen 

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga menerapkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui 

implementasi pendekatan pentahelix-ABCGM (Academic, Business, 

Community, Government, and Media), serta pelibatan seluruh lapisan 

masyarakat tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia, dan 

penyandang disabilitas; 

2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan; 
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3. Penerapan dynamic government sebagai inovasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

4. Pendekatan Spasial sesuai Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042; 

5. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan 

Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dan 

Pemerintah Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

dilakukan berbasis e-planning; 

6. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam: 

a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 

b. Satu Data Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk 

mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang lebih 

rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD Tahun 

2025–2029 dilaksanakan dengan menekankan pada aspek teknokratis 

melalui pendekatan manajemen stratejik, logic model, berfikir sistem, dan 

sistem dinamik. 

1.2 DASAR HUKUM 

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan 

lembaran negara republik Indonesia nomor 5679)l 

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547); 

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6764); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);  
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10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Nomor 6987) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5041) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

15. Peraturann Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang; 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

6633);  

20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022  Nomor 180); 

21. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan 

Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 359); 

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008  tentang  

Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 549));  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 114); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781);  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 288); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419);  

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

35. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2025  tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah 
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Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 132); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144); 

39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 

161). 

 

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN  

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan 

dokumen perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan memperhatikan arahan dan amanat kebijakan yang 

tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017  dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029. Terdapat 2 (dua) aspek utama keterkaitan antar dokumen 

perencanaan pembangunan sebagaimana dipahami pada uraian dan gambar 

berikut:  
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Gambar 1.1 
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 
 

1.3.1 Hubungan  RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPN Tahun 
2025-2045 

 
Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 

memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN 

Periode 2025-2045 tujuannya adalah memperkuat sinkronisasi dan sinergi 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Pemerintah Pusat. Penyusunan RPJMD ingin mewujudkan masyarakat 

Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan sejahtera dalam 

lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan visi Pembangunan 

Provinsi Sulawesi Tengah yakni “Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai 

Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2030”. 

Diselaraskan dengan usaha pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 diukur 
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melalui 5 (lima) sasaran visi dan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) 

Pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan 

transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi.  Kebijakan 

Pembangunan jangka Panjang Indonesia harus bersifat imperative atau wajib 

dilakukan.   

Melalui daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar 

wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJM Nasional 
Tahun 2025-2029 

Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 

berpedoman pada RPJMN 2025-2029 penyelarasan ini mencakup penyelarasan 

visi, misi, tujuan, sasaran dan target, strategi, arah kebijakan dan program 

pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dengan 

arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan 

kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.   

 

1.3.3 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJPD Sulawesi 
Tengah Tahun 2025-2045 

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029 yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta bagian dari 

pencapaian 8 Misi yang merupakan penjabaran dari Visi RPJPD Provinsi Sulawesi 

Tengah Periode 2025–2045. Visi RPJPD tersebut adalah “Sulawesi Tengah 

Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, 

Sejahtera dan Berkelanjutan”. Dengan demikian terjadi keselarasan antara misi, 

sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah 

daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 

daerah. 
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1.3.4 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
 

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga merujuk pada 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan.  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 

Goals adalah agenda pembangunan global mencakup 17 tujuan/goals, dan 4 pilar 

pembangunan yakni pilar Pembangunan Sosial 54 indikator, pilar Pembangunan 

Ekonomi 28 Indikator, pilar Pembangunan Lingkungan 63 indikator dan pilar 

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 36 indikator.  

Selanjutnya, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan peta jalan nasional 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat kebijakan strategis dalam 

pencapaian TPB periode 2017-2030.  Oleh pemerintah daerah keterkaitan RPJMD 

2025-2029 akan ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). 

 

1.3.5  Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RTRW Provinsi 
Sulteng Tahun  2023-2042 Beserta Perubahannya 

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan dasar dalam menyusun 

prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulteng 

digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai 

dengan rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulteng Tahun 2023-2043, telah merumuskan 

arah pengembangan pembangunan dari tata ruang wilayah sehingga penyusunan 

RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui 

penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka 

menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang. RPJMD ini diselaraskan juga 

dengan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di wilayah Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 

memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang 

telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah beserta 

perubahannya, yang menjadi dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan 

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.  
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1.3.6 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD 
Kabupaten/Kota 

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pedoman bagi 

penyusunan RPJMD kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota 

dilakukan dengan cara menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 

yaitu keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator, strategi, kebijakan dan 

program pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesaui dengan 

kewenangan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing Kabupaten/Kota. 

 

1.3.7 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan KLHS RPJMD 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 

Regulasi yang terkait RPJMD menetapkan pentingnya Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB) atau yang dikenal Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 

menyediakan kerangka kerja hasil analisis sistematis untuk mengintegrasikan ke 

dalam kebijakan, rencana, dan program. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga 

telah menetapkan agenda universal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 

tindakan sosial, ekonomi dan lingkungan para pemangku kepentingan di daerah.  

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD pada 

prinsipnya merupakan upaya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui 

pelaksanaan kebijakan, kegiatan, dan/atau program. Dalam perspektif ini, KLHS 

menjadi pengarah dan pemberi pandangan komprehensif pada RPJMD Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan capaian TPB dan kondisi 

lingkungan hidup daerah. Sekaligus upaya mewujudkan visi Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

 

1.3.8 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Renstra 
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 

Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam periode yang sama dengan 

RPJMD.  Renstra PD merupakan penjabaran tehnis RPJMD yang berfungsi sebagai 

dokumen operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan 
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kegiatan serta sub kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan 

untuk jangka waktu lima tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah. 

Penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dilakukan 

bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 

2025-2029 sebagai substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari 

RPJMD Tahun 2025-2029.  

Renstra Perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 272 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib/atau urusan 

pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang 

disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.  

Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029 menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 

2025-2029. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi 

sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap 

Perangkat Daerah. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, 

tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta 

program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan 

selama lima tahun.  

1.3.9 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah  

Pelaksanaan Dokumen RPJMD Provinsi Sulteng setiap tahun dijabarkan ke 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun memedomani 

RPJMD dan RKP serta hasil evaluasi RPJMD dan RKPD tahun lalu. RKPD 

menjembatani antara RPJMD dan APBD, dalam rangka mengimplementasikan 

perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga dapat mencapai sasaran 

pembangunan dan mewujudkan visi RPJMD.  RKPD merupakan bahan utama 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran 

(KUA-PPAS), serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD). 
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1.3.10 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Induk 
dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 

dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(RIPJPID) tahun 2025-2029 ditunjukkan dengan Kebijakan perencanaan untuk 

mencapai tujuan pembangunan daerah disusun berbasis bukti, yaitu berlandaskan 

pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh seluruh unsur 

kelembagaan IPTEK, sumber daya IPTEK dan jejaring IPTEK yang dibangun oleh 

pemerintah daerah, baik pada lingkup daerah, antar-daerah dan nasional, yang 

dituangkan dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.  

 

1.3.11 Hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya  

Selain memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Sulteng Tahun  2023-2042 

dan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 

penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 juga 

memperhatikan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang telah ada 

sebelumnya, antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Umum Ketenagalistrikan 

Daerah, Rencana Umum Energi Daerah dan dokumen lainnya.  

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 

daerah perlu disusun secara sinergis dengan dokumen perencanaan sektoral 

lainnya termasuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah 

(RIPJPID) agar arah pembangunan daerah selaras dengan pengembangan iptek 

yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. RIPJIPID merupakan dokumen 

perencanaan yang bersifat sistemik, komprehensif dan memuat peran ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan 

prioritas pembangunan daerah RIPJIPID akan mempedomani RPJMD Provinsi 

Sulteng Tahun 2025-2029 sesuai regulasi dan aturan perundangan yang berlaku. 

 

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 

adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang 
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dugunakan sebagai arahan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha 

dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-

2029, sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, 

melalui sasaran, strategi, arah kebijakan dan rencana program yang jelas dan 

terukur; 

2. Menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dan daerah melalui 

penyelarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) serta memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah; 

3. Menjadi pedoman dalam operasional bagi Pemerintahan Provinsi Sulawesi 

Tengah dan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat 

untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah; 

4. Menjadi landasan dalam evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah 

(PD) dan kinerja lima tahun masa akhir jabatan kepala daerah; 

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah dengan memberikan arah dan kerangka strategis sebagai 

acuan Renstra Perangkat Daerah agar kinerja Perangkat Daerah dapat 

diwujudkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai 

dengan sasaran RPJMD sehingga perencanaan pembangunan di daerah 

berjalan harmonis dan terintegrasi; 

6. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan 

perencanaan tahunan untuk kurun waktu 5 tahun yang kemudian menjadi 

pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD); 

7. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat 

Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun; 

8. Meningkatkan pembangunan yang efektif, efisien, berkeadilan dan 

berkelanjutan serta transparan dalam menjalankan program pembangunan 

sehingga dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat serta mendorong 

mitra pembangunan  dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, 

filantropi, akademisi dan sektor swasta. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini memuat Latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan 

dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta 

sistematika penulisan RPJMD; 

 

BAB II:  GAMBARAN UMUM DAERAH 

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah, yang memuat bahasan tentang aspek geografi dan demografi, 

Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek daya saing daerah dan Aspek 

pelayanan umum, Standar pelayanan Minimal, Kerjasama Daerah, 

Rencana Pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD 

Provinsi di Kabupaten/Kota, BUMD yang Mendukung kinerja pelayanan 

Pemda, Subbab Gambaran Keuangan Daerah, Subbab Permasalahan 

dan Isu Strategis Daerah; 

 

BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,  

Bab ini memuat bahasan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan 

memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, 

sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang 

terukur melalui target capaian indikator kinerja; 
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BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,  

Bab ini memuat bahasan tentang daftar program perangkat daerah 

tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, 

indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah 

tahun 2025-2029, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD); 

 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, 

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya 

pencapaian sasaran pembangunan di daerah. 
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BAB II  
GAMBARAN UMUM DAERAH  

 

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  Sulawesi Tengah 

Tahun 2023-2042, ruang lingkup wilayah Sulawesi Tengah secara geografis 

terletak antara 2o 22’ Lintang Utara dan 3o 48’ Lintang Selatan dan di antara 

119o 22’-124o 22’ Bujur Timur serta dilalui oleh garis ekuator atau garis 

khatulistiwa. Berdasarkan posisi geografisnya, luas perairan laut Sulawesi 

Tengah mencapai 77.295,9 Km2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.572 pulau.  

Luas wilayah perencanaan Provinsi  Sulawesi Tengah seluas kurang 

lebih 13.467.538 hektare yang meliputi wilayah darat dan wilayah laut, dengan 

batas wilayah perencanaan Provinsi  Sulawesi Tengah meliputi:  

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi  Gorontalo;  

• Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi  Maluku Utara;  

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi  Sulawesi Selatan dan 

Provinsi  Sulawesi Tenggara; dan  

• Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi  Sulawesi Barat dan Selat 

Makasar.  

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (Provinsi  Sulawesi Tengah 

Dalam Angka Tahun 2025),  Sulawesi Tengah memiliki total luas wilayah 

61.605,718 km2 terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, yaitu 

Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten 

Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, 

Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, 

Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang 

terdiri dari 176 Kecamatan dan 2.020 Desa/Kelurahan. 

Provinsi  Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi 

dan memiliki peran strategis baik secara geografis, ekonomi, maupun 

lingkungan. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Provinsi  ini merupakan 
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penghasil kelapa, kakao, padi dan juga kelapa sawit yang berkontribusi 

terhadap pasokan nasional, bahkan beberapa komoditas sudah diekspor 

seperti kopi, kelor, coklat, dan lain-lain.  Pada sektor perikanan Provinsi  ini 

memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya (udang, rumput laut, ikan 

tuna) di perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi dan mendukung industri 

pengolahan ikan di wilayah sekitar. Sektor pertambangan memiliki 

cadangan nikel, emas, dan batu bara yang berkontribusi pada industri 

nasional. Destinasi seperti Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Tanjung 

Karang, dan Danau Poso menarik wisatawan domestik maupun 

mancanegara. 

 
B. Potensi Sumber Daya Alam 

1. Potensi Sektor Pertanian 

Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan 

memberikan kontribusi bagi perekonomian Provinsi  Sulawesi Tengah 

pada Tahun 2024 sebesar 15,80 persen. Kontribusi ini ditopang oleh 

seluruh produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan 

perikanan. 

Produksi tanaman padi selama periode Tahun 2020 sampai dengan 

Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada Tahun 

2020 produksi padi sebanyak 792.248,84 ton, selanjutnya pada Tahun 

2021 produksinya meningkat menjadi 867.012,77 ton, dan pada Tahun 

2022 menurun menjadi 744.408,70 ton, sementara pada Tahun 2023 

produksi padi kembali meningkat hingga mencapai 821.367,41 ton, Tahun 

2024 kembali mengalami penurunan menjadi 761.936,39 ton. Dilihat dari 

sebaran produksi padi pada Tahun 2024, produksi padi terbesar berada 

di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 251.792,84 ton atau sebesar 

33,05 persen dari total produksi padi di Provinsi  Sulawesi Tengah, 

menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten 

Banggai sebanyak 159.031,44 ton (20,87 persen), dan Kabupaten Poso 

sebanyak 65.122,25 ton (8,55 persen). Secara rinci mengenai 

perkembangan produksi padi di Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020-

2024 dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2.1  
Perkembangan Produksi Padi di Provinsi  Sulawesi Tengah  

Tahun 2020-2024 

Kabupaten/Kota 
Produksi Padi (ton) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Banggai Kepulauan 3 010,66 1 880,25 992,99 2.015,93 1.885,27 

Banggai 150 885,18  163 827,06 141.013,22 178.758,04 159.031,44 

Morowali 42 068,22 44 595,26 35.483,73 26.388,96 29.817,70 

Poso 99 359,51 101 237,39 77.879,42 94.049,50 65.122,25 

Donggala  66 260,44 60 479,93 57.266,29 60.287,14 55.889,70 

Tolitoli  83 556,72 63 800,78 57.937,49 55.429,25 60.469,03 

Buol  20 866,59 26 235,29 16.798,44 18.310,71 15.384,52 

Parigi Moutong 219 829,78 279 343,58 245.039,66 250.739,31 251.792,84 

Tojo Una–Una   6 660,20 5 233,28 5.677,34 7.599,94 8.484,55 

Sigi  83 143,90 87 082,49 80.066,14 94.957,24 83.689,33 

Banggai Laut – – – – 5,03 

Morowali Utara  34 133,56 32 533,18 25.365,23 32.146,12 29.533,41 

Palu  333,5 764,28 888,75 685,27 831,32 

Sulawesi Tengah 792.248,84 867.012,77 744.408,70 821.367,41 761.936,39 

Sumber: BPS, Sulteng dalam Angka 2025 

 

Pada Tahun 2023, struktur pendidikan pengelola usaha pertanian 

perorangan di Provinsi  Sulawesi Tengah didominasi oleh lulusan 

pendidikan dasar. Porsi terbesar berasal dari kelompok tamat SD sebesar 

212.453 orang, selanjutnya disusul SLTA/Sederajat, SLTP/Sederajat, 

tidak/belum tamat SD kemudian tidak/belum pernah sekolah. Sementara 

itu, kontribusi lulusan Diploma (D1–D3) dan Sarjana (D4/S1 ke atas) relatif 

kecil dibanding jenjang lainnya. Pola ini menggambarkan bahwa sektor 

pertanian di Sulawesi Tengah masih ditopang oleh tenaga kerja dengan 

latar Pendidikan dasar–menengah. 

Tabel 2.2  
Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Provinsi  Sulawesi Tengah dan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2023 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
Jumlah Pengelola 
Usaha Pertanian 

(Orang) 

Tidak/Belum Pernah Sekolah 20.673 

Tidak/Belum tamat SD 21.659 

SD/Sederajat 212.453 

SLTP/Sederajat 82.182 

SLTA/Sederajat Pertanian 8.308 

SLTA/Sederajat Non Pertanian 88.853 

SLTA/Sederajat 97.161 
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Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
Jumlah Pengelola 
Usaha Pertanian 

(Orang) 

D1/D2/D3 Pertanian 436 

D1/D2/D3 Non Pertanian 4.265 

D1/D2/D3 4.701 

D4/S1 Pertanian 1.370 

D4/S1 Non Pertanian 16.281 

D4/D1 17.651 

Profesi 208 

S2/S3 Pertanian 112 

S2/S3 Non Pertanian 654 

S2/S3 766 

Total  457.454 

Sumber: BPS, Sensus Pertanian 2023 

 
2. Potensi Sektor Perkebunan 

Produksi tanaman kelapa selama periode Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada 

Tahun 2020 produksi tanaman kelapa 195.160,06 ton meningkat menjadi 

195.179,72 ton pada Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat 

menjadi 201.665,20 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi kelapa 

menurun hingga mencapai 188.329,76 ton selanjutnya pada Tahun 2024 

produksi kelapa meningkat menjadi 206.625,25 ton atau mengalami 

peningkatan sebesar 9,71 persen pada Tahun 2024. 

Dilihat dari sebaran produksi kelapa di wilayah kabupaten/kota 

pada Tahun 2024, produksi kelapa terbesar berada di Kabupaten Banggai 

yakni sebanyak 53.421,66 ton atau sebesar 25,85 persen dari total 

produksi kelapa di Provinsi  Sulawesi Tengah, menyusul terbesar kedua 

dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 

35.891,59 ton (17,37 persen), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 

33.620,88 ton (16,27 persen). Secara rinci mengenai perkembangan 

produksi tanaman kelapa di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 

2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.3 
Perkembangan Produksi Kelapa di Provinsi  Sulawesi Tengah  

Tahun 2020-2024 

Kabupaten/Kota 
Produksi Kelapa (ton) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Banggai Kepulauan 10 200,05 10.210,05 10.496,20 10.496,70 10.200,08 

Banggai 49 116,34 49.120,34 49.760,01 49.819,74 53.421,66 

Morowali 1 207,30 1.207,30 733,49 1.195,72 1.334,50 
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Kabupaten/Kota 
Produksi Kelapa (ton) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Poso 4 394,21 4.395,21 5.310,35 5.310,49 13.367,16 

Donggala  30 139,10 30.139,10 31.874,22 22.760,64 24.795,65 

Tolitoli  17 742,52 17.743,52 17.474,89 17.474,89 19.011,42 

Buol  8 035,50 8.035,70 8.000,85 4.381,23 6.871,13 

Parigi Moutong 36 571,19 36.571,85 36.205,99 35.891,59 35.891,59 

Tojo Una–Una   31 245,74 31.246,55 33.164,23 33.150,39 33.620,88 

Sigi  2 670,90 2.671,91 3.070,25 3.070,25 3.069,45 

Banggai Laut 3 161,42 3.161,72 3.688,25 3.834,04 3.984,42 

Morowali Utara  401,53 401,95 488,77 506,38 619,62 

Palu  274,26 274,52 397,70 437,70 437,70 

Sulawesi Tengah 195 160,06 195.179,72 201.665,20 188.329,76 206.625,25 

Sumber: BPS, 2025 

 
Produksi tanaman kakao sepanjang Tahun 2020 sampai dengan 

Tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Terlihat pada 

Tahun 2020 produksi tanaman kakao sebanyak 127.206,86 ton meningkat 

menjadi 130.649,96 ton pada Tahun 2021, selanjutnya pada Tahun 2022 

menurun menjadi 125.989,47 ton, sementara pada Tahun 2023 produksi 

kakao mengalami peningkatan menjadi 128.255,28 ton, pada Tahun 2024 

produksi kakao mengalami penurunan menjadi 125.202,15 ton atau 

produksinya mengalami penurunan sebesar -2,38 persen pada Tahun 

2024. 

Dilihat dari sebaran produksi kakao pada Tahun 2024, produksi 

kakao terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong yakni sebanyak 

28.827,11 ton atau sebesar 22,91 persen dari total produksi kakao di 

Provinsi  Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan ketiga 

masing-masing adalah Kabupaten Poso sebanyak 22.485,90 ton (17,96 

persen), dan Kabupaten Donggala sebanyak 17.686,01 ton (14,13 

persen). Secara rinci mengenai perkembangan produksi tanaman kakao 

di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.4  
Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi  Sulawesi Tengah   

Tahun 2020-2024 

Kabupaten/Kota 
Produksi Kakao (ton) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Banggai Kepulauan 277,50 276,00 270,00 275,00 260,05 

Banggai  15.530,30 15.534,05 15.338,48 15.418,21 16.292,40 

Morowali 697,17 1.870,00 1.727,75 1.733,00 969,76 

Poso 23.992,32 23.450,00 24.498,20 25.291,25 22.485,90 

Donggala 17,952,48 18.200,00 18.287,62 18.314,10 17.686,01 

Tolitoli 10.133,95 8.241,40 7.085,28 7.285,25 7.316,94 

Buol 3.105,32 2.885,06 2.173,23 2.511,21 2.022,65 

Parigi Moutong 23.323,80 28.690,84 28.713,23 28.827,11 28.689,40 

Tojo Una-Una 5.200,00 5.451,20 3.603,60 3.995,75 3.604,22 

Sigi 19.356,00 19.726,00 19.498,65 19.511,26 17.522,18 

Banggai Laut 94,67 91,00 85,85 85,00 191,14 

Morowali Utara 5.491,05 6.182.26 4.645.30 4.955,71 8.157,25 

Kota Palu 52,30 52.15 52.30 52,43 4,25 

Sulawesi Tengah 127.206,86 130.649,96 125.989,47 128.255,28 125.202,15 

Sumber: BPS, 2025 

 
Produksi tanaman kelapa sawit sepanjang periode Tahun 2020 

sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. 

Terlihat pada Tahun 2020 produksi tanaman kelapa sawit sebanyak 

272.275,15 ton meningkat menjadi 310.435,97 ton pada Tahun 2021, pada 

Tahun 2022 meningkat menjadi 139.055,48 ton, dan Tahun 2023 produksi 

kelapa sawit mengalami penurunan signifikan menjadi 190.302,46 ton, 

selanjutnya pada Tahun 2024 produksi tanaman kelapa sawit mengalami 

penurunan menjadi 164.117,15 ton atau menurun sebesar -13,76 persen 

pada Tahun 2024. 

Sementara dilihat dari sebaran produksi kelapa sawit di wilayah 

kabupaten/kota Tahun 2024, produksi kelapa sawit terbesar berada di 

Kabupaten Morowali yakni sebanyak 69.191,68 ton atau sebesar 42,16 

persen dari total produksi kelapa sawit di Provinsi  Sulawesi Tengah, 

menyusul terbanyak kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten 

Banggai yaitu sebanyak 35.540,94 ton (21,66 persen), dan Kabupaten 

Donggala yaitu sebanyak 19.469,75 ton (11,86 persen). Secara rinci 

mengenai perkembangan produksi tanaman kelapa sawit di Provinsi  
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Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.5  
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Provinsi   

Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 

Kabupaten/Kota 
Produksi Kelapa Sawit (ton) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Banggai Kepulauan - - - - - 

Banggai  51 928,98 52 674,28 35.540,94 35.540,94 35.540,94 

Morowali 77 284,90 74 092,52 48.360,13 62.324,06 69.191,68 

Poso 49,22 2 995,77 3.371,71 3.371,71 4.248,49 

Donggala 52 467,11 52 587,38 17.074,33 19.456,52 19.469,75 

Tolitoli 4 132,60 6 537,60 1.167,50 9.479,00 1.440,50 

Buol 63 781,47 70 170,99 16.850,37 43.050,00 17.770,70 

Parigi Moutong 194,7 194,71 218,51 216,32 216,32 

Tojo Una-Una - - - 164,45 164,45 

Sigi - - 15,00 22,50 22,5 

Banggai Laut - - - - - 

Morowali Utara 22 436,17 51 182,72 16.457,00 16.676,96 16.051,83 

Kota Palu - - - - - 

Sulawesi Tengah 272 275,15 310 435,97 139.055,48 190.302,46 164.117,15 

Sumber: BPS, 2025. 

 

 
3. Potensi Sektor Peternakan 

Perkembangan pupulasi ternak sapi sepanjang Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni pada 

Tahun 2020 populasi sapi sebanyak 402.191 ekor meningkat menjadi 

431.339 ekor pada Tahun 2021, pada Tahun 2022 populasinya kembali 

meningkat menjadi 463.563 ekor, dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 

522.794 ekor serta pada Tahun 2024 mengalami peningkatan hingga 

menjadi 550.969 ekor atau meningkat sebesar 5,39 persen pada Tahun 

2024. 

Sementara dilihat dari sebaran populasi sapi di wilayah 

kabupaten/kota Tahun 2024, populasi terbanyak terdapat di Kabupaten 

Banggai yakni sebanyak 150.266 ekor atau sebesar 27,27 persen dari total 

populasi sapi di Provinsi  Sulawesi Tengah, menyusul terbanyak kedua dan 

ketiga masing-masing adalah Kabupaten Sigi sebanyak 64.330 ekor 
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(11,68%), dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 48.175 ekor (8,74%). 

Secara rinci mengenai perkembangan populasi sapi di Provinsi  Sulawesi 

Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.6  
Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi  Sulawesi Tengah   

Periode 2020-2024 

Kabupaten/Kota 
Populasi Sapi Potong (ekor) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Banggai Kepulauan 19.403 20.336 20.455 20.624 20.793 

Banggai 101.541 113.169 125.528 137.897 150.266 

Morowali 9.020 9.394 11.263 13.142 15.021 

Poso 21.353 21.606 21.705 21.784 21.863 

Donggala  40.485 41.227 42.229 43.181 44.133 

Tolitoli  17.891 18 903 19.935 20.967 21.999 

Buol  30.518 33 052 35.586 38.142 40.698 

Parigi Moutong 32.796 34 282 35.482 36.652 37.822 

Tojo Una–Una   40.023 43 579 47.757 47.966 48.175 

Sigi  47.262 51 504 56.131 60.728 64.330 

Banggai Laut 3.112 3 229 3.298 3.377 3.456 

Morowali Utara  31.797 34 049 36.627 39.167 41.707 

Palu  6.990 7 009 7.567 39.167 40.706 

Sulawesi Tengah 402.191 431.339 463.563 522.794 550.969 

Sumber: BPS, 2025. 

 

4. Potensi Sektor Perikanan 

Produksi perikanan tangkap di Provinsi  Sulawesi Tengah selama 

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang 

signifikan yakni pada Tahun 2021 produksinya sebanyak 207.940,50 ton 

dengan nilai produksi Rp.4.566.227.302.270,- mengalami peningkatan 

setiap tahunnya hingga produksinya mencapai 373.509,36 ton dengan nilai 

produksi Rp.8.140.993.918.900,- pada Tahun 2023, selanjutnya pada 

Tahun 2024 produksinya menjadi 271.865,95 ton dengan nilai produksi 

mencapai Rp.1.451.188.246.310.  

Dilihat dari sebaran produksi perikanan tangkap di wilayah 

kabupaten/kota Tahun 2024, produksi perikanan tangkap terbanyak 

terdapat di Kabupaten Donggala dengan produksi mencapai 43.958,92 ton 
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(16,17%) dengan nilai produksi sebesar Rp.321.810.925.000,-, menyusul 

terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Morowali 

dengan produksi mencapai 33.036,90 ton (10,17%) dan nilai produksi 

sebesar Rp.203.715.800.000,-, dan Kabupaten Parigi Moutong dengan 

produksi mencapai 29.385,69 ton (10,81%) dan nilai produksi sebesar 

Rp.172.661.960.000,-. Selanjutnya secara rinci mengenai perkembangan 

produksi perikanan tangkap di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 

2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.7  
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut  

DI Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 

 
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Sulawesi Tengah, 2025. 

Produksi perikanan budidaya di Provinsi  Sulawesi Tengah selama 

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yang 

signifikan yakni dari 731.966,58 ton dengan nilai produksi sebesar 

Rp.5.147.292.566.000 pada Tahun 2021 meningkat produksinya menjadi 

803.370,48 ton dengan nilai produksi mencapai Rp.4.964.793.465.000,- 

pada Tahun 2024. 

Selanjutnya dilihat dari sebaran produksi perikanan budidaya di 

wilayah kabupaten/kota Tahun 2024, produksi perikanan budidaya 

terbanyak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan produksi 

mencapai 696.390,55 ton (86,68%) dan nilai produksi mencapai 

Rp.2.091.202.016,000,-, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-

masing adalah Kabupaten Banggai Laut dengan produksi sebanyak 

27.429,72 ton (3,41%) dan nilai produksi sebesar Rp.114.087.098.000,-, 

dan Kabupaten Donggala dengan produksi sebanyak 22.089,00 ton 

(2,75%) dan nilai produksi sebesar Rp.1.158.165.000.000,-. Selanjutnya 

Produksi 

(Ton)
Nila (Rp1.000)

Produksi 

(Ton)
Nila (Rp1.000)

Produksi 

(Ton)
Nila (Rp1.000)

Produksi 

(Ton)
Nila (Rp1.000)

Kabupaten Banggai Kepulauan 10.223,50     251.851.247,90       10.790,40    359.551.034,60     20.791,90   588.359.200,00    24.402,30     112.217.700,00     

Kabupaten Banggai 22.657,90     482.920.820,00       23.618,20    672.217.905,00     57.963,90   298.339.938,10    27.659,30     165.876.400,00     

Kabupaten Morowali 33.086,90     720.511.550,00       36.392,20    1.223.827.250,00  36.414,70   717.563.100,00    33.036,90     203.715.800,00     

Kabupaten Poso 8.382,80      227.896.774,50       8.133,29      114.113.955,00     5.646,56     161.867.976,00    7.461,78       74.442.580,00      

Kabupaten Donggala 25.184,40     440.269.553,87       30.423,20    779.403.689,43     115.335,00 3.414.536.443,00 43.958,92     321.810.925,00     

Kabupaten Toli-Toli 18.436,80     436.448.292,20       20.239,20    504.345.300,00     20.031,40   483.347.796,10    13.884,90     76.954.290,00      

Kabupaten Buol 22.397,60     435.414.000,00       23.286,10    244.300.450,00     20.035,10   465.372.535,60    21.118,70     71.479.451,50      

Kabupaten Parigi Moutong 20.814,80     494.736.104,70       21.789,40    492.086.946,80     39.872,30   836.067.414,00    29.385,69     172.661.960,00     

Kabupaten Tojo Una-Una 13.430,50     398.938.176,40       14.146,00    396.820.326,40     15.854,20   564.572.000,00    26.532,40     62.493.500,00      

Kabupaten Morowali Utara 2.446,60      75.098.973,20         2.455,10      70.669.988,90      1.789,90     66.385.146,10      1.815,12       17.715.729,81      

Kabupaten Banggai Laut 29.609,20     556.767.801,50       31.640,60    841.654.723,80     37.517,40   636.779.100,00    40.473,80     153.323.800,00     

Kota Palu 1.119,30      45.117.000,00         1.264,60      114.354.500,00     1.897,30     75.899.500,00      2.070,60       17.676.000,00      

Kabupaten Sigi 150,20         257.008,00              135,00        231.000,00           359,70        529.000,00           65,55            820.110,00           

Provinsi Sulawesi Tengah 207.940,50   4.566.227.302,27    224.313,29  5.813.577.069,93  373.509,36 8.309.619.148,90 271.865,95   1.451.188.246,31  

KABUPATEN/KOTA

2024202320222021
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secara rinci mengenai perkembangan produksi perikanan budidaya di 

Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.8  
Perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya  

di Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 

 

Sumber: BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Sulawesi Tengah 2025. 

 

Diperlukan tindakan awal berupa analisis inventarisasi jumlah dan 

kondisi sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan. Analisis 

inventarisasi yang dimaksud adalah tahapan kerja untuk 

mendokumentasikan dan mengevaluasi keberadaan alat dan mesin 

pertanian (alsintan), pupuk, pestisida, akses lahan, air, pembiayaan, dan 

infrastruktur pendukung lainnya, serta kondisi kelaikan dan kecukupan 

jumlahnya untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Analisis 

ini penting untuk memahami tantangan dan potensi, merencanakan 

perbaikan, dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian, demikian juga 

untuk sektor perikanan dengan melihat ketersediaan sarana pendukung 

seperti bibit ikan berkualitas, ketersediaan air bersih, sarana pelabuhan, 

kapal penangkap ikan, alat tangkap dan alat bantu tangkap ikan (fish finder) 

untuk meningkatkan volume hasil panen dan hasil tangkap (Gambar 2.1). 
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Gambar 2.1 
Tahapan Kerja Analisis Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan 

dan kehutanan 

 

5. Potensi Pariwisata 

Provinsi  Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk 

dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan 

wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai 

budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama 

yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sektor 

pariwisata telah memberikan kontribusi perekonomian Provinsi  Sulawesi 

Tengah sebesar 2,4 persen pada Tahun 2024. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034 yang 

ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perwilayahan Kawasan 

Pengembangan Pariwisata Provinsi  dan Destinasi Pariwisata Prioritas. 

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang terdiri dari 

mancanegara dan nusantara di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 

2020 sebesar 1.824.916 wisatawan  namun Tahun 2021 mengalami 

penurunan menjadi  714.703 wisatawan pada Tahun 2021. Melalui 

berbagai upaya akhirnya Tahun 2021 hingga  Tahun 2024 kembali 

mengalami peningkatan yang signifikan yakni, Tahun 2022 menjadi  

1.321.238 wisatawan, Tahun 2023 sebanyak 5.148.361 wisatawan dan 

terus megalami peningkatan menjadi 9.240.941 wisatawan pada Tahun 

2024. 
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Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2021 

dibandingkan capaian jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2020, sebagai 

akibat dari pandemi Covid-19 yang secara global berdampak pada 

terbatasnya mobilitas termasuk dalam berwisata. Tetapi di Tahun 2022, 

sektor pariwisata mulai bangkit kembali dengan pemberlakuan perjalanan 

wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang membuat 

capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara 

meningkat menjadi 9.240.941 wisatawan Tahun 2024. 

Selanjutnya secara detail mengenai perkembangan kunjungan 

wisatawan di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.9 
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan  
di Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 

 Tahun 
Jumlah Wisatawan 

Total 
Mancanegara Domestik 

2020 868 475.746 476.614 

2021 178 484.841 485019 

2022 3.280 1.317.958 1.321.238 

2023 8.382 5.139.979 5.148.361 

2024 23.973 9.216.969 9.240.942 

Sumber: BPS, 2025 

 

Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara sebanyak 5.148.361 kunjungan meningkat Tahun 2024 

menjadi 9.240.942 wisatawan. Jumlah kunjungan terbanyak berada di 

Kabupaten Morowali dengan jumlah kunjungan 1,338,490 kemudian 

Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kunjungan wisatawan yaitu 

566,158 kunjungan. Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan 

kunjungan terkecil yaitu sebanyak 104,837 kunjungan. Sedangkan untuk 

Tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara 

mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dengan capaian 

9.240.942 kunjungan, dengan jumlah kunjungan terbanyak adalah di Kota 

Palu sebanyak 2.228.772 dan Kabupaten Morowali sebanyak 1.126.632, 

sedangkan jumlah kunjungan terkecil adalah di Kabupaten Banggai Laut 

sebanyak 151.775 kunjungan. 
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Tabel 2.10  
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan  

di Provinsi  Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2020-2024 

No. KAB/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 

1 KOTA PALU 206,418 251,360 165,544 545,446 2,228,772 

2 DONGGALA 19,100 18,719 119,192 312,897 906,029 

3 SIGI 21,273 27,792 123,910 184,609 956,965 

4 PARIGI MOUTONG 681 1,513 2,770 566,158 908,889 

5 POSO 19,588 32,674 287,100 452,373 730,037 

6 TOJO UNA-UNA 3,361 8,866 282,117 190,070 305,774 

7 BANGGAI 55,644 45,310 62,680 504,501 475,926 

8 BANGGAI KEPULAUAN 39,576 12,095 120,178 104,837 288,966 

9 BANGGAI LAUT 22,816 27,266 18,919 133,155 151,775 

10 MOROWALI 5,495 7,274 9,003 1,338,490 1,126,632 

11 MOROWALI UTARA 2,181 4,856 7,222 425,160 628,419 

12 BUOL 40,447 27,230 9,594 133,715 211,746 

13 TOLI-TOLI 40,034 20,064 113,009 256,950 321,012 

SULAWESI TENGAH  476,614 485,019 1,321,238 5,148,361 9,240,942 

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi  Sulawesi Tengah, 2025 

Selanjutnya, beberapa potensi dan obyek pariwisata yang dapat 

dikembangkan ke depan di Sulawesi Tengah yaitu: 

a. Kabupaten Banggai Kepulauan dengan obyek dan daya tarik wisata 

yaitu Danau Paisupok Desa Wisata Luk Panenteng, Desa Wisata 

Manggis, Desa Wisata Lopito Bone Pololoba, Pulau Makaliu (pulau 

Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang 

Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, 

Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;  

b. Kabupaten Buol dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Desa 

Wisata Lilito, Desa Wisata Paleleh, Desa wisata mandaan Tanjung 

dako, Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, 

Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah 

Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, 

Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau 

Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung 

Pogogul, Pulau Panjang;  

c. Kabupaten Donggala dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai 

Batusuya, Desa Wisata Towale, Desa Wisata Boneoge, Desa Wisata 

Ekowisata Tosale, Desa Wisata Masaingi, Pantai Kura – Kura, 

Sangganipa Beach, Pusat laut Towale, Prince Jhon Dive Resort, Danau 

Talaga, Pantai Bambarano, Hutan Mangrove Kabonga, Pantai Kaluku, 

Danau Rano, Danau Talaga, Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum 

Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega 
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Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park 

Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso. 

d. Kabupaten Morowali dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu wisata 

Pesona Pulau Langala, Cagar Alam Morowali, Pulau Sombori, Menui 

Kepulauan, Mesjid Tua Bungku, Istana Bungku, Rumah 

Controleur/Pengawas, Air Terjun Pofua’a, Desa Wisata Bente, Desa 

Wisata Mbokita. 

e. Kabupaten Morowali Utara dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 

Desa Wisata Ungkea, Desa Wisata Korolaki, Teluk Tomori, Pulau 

Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, 

Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng 

Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana 

Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs 

Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah.  

f. Kabupaten Parigi Moutong dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 

Desa Wisata Karosendaya, Desa Wisata Sausu Tambu, Desa Pelawa 

Kayu Bura, Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja 

Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai 

Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, 

Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda 

Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja 

Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau 

Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;  

g. Kabupaten Poso dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 24 Situs 

Warisan Geologi Poso (Goa Latea, Tando bancea, Ngoyontava, 

Makilo, Lamusa, Tangkadao, Wawondoda 1, Wawondoda 2, kandela 

1, Kandela 2, Tangkaboba, Watumpogaa, Posunga kodi, Posunga 

bangke, Gua Pamona, Gua Tonoho, Gua Labu 1, Gua Labu 2, Air 

Terjun Kolori, , Taman Nasional Lore Lindu, Pantai Seribu Bintang, 

Pantai wisata Tamongajo, Situs Megalith di Lembah Napu, Besoa dan 

Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs 

Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs 

Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs 

Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs 
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Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai 

Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa 

Pamona; 

h. Kabupaten Tolitoli dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua 

Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi,  Bendungan Kolondom, 

Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende 

Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat 

Etnis Tolitoli. 

i. Kabupaten Tojo Una-una dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu 

Taman Nasional Kepulauan Togean, Desa Wisata Labuan Belanda, Air 

Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matako, Pemandian 

Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api,  Sungai 

Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan 

Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, 

Pulau Kadidiri.  

j. Kabupaten Banggai dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Desa 

Wisata Agromulyo, Desa Wisata Longkonga Barat, Desa Wisata Jaya 

Bhakti, Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air 

Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air 

Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permadian Kilo Lima, 

Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli 

Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok; 

k. Kota Palu dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, 

Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam 

Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, 

Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan 

Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai 

Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, 

dan Cagar Alam Poboya dan Hutan Kota. 

l. Kabupaten Sigi dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs 

Bangga, Camping Ground Paneki, Paralayang Desa Wayu, 

Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman 

Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air 

Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung 
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Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, 

Air TerjunTamunggu Indah, Desa Wisata Karunia Anggrek. 

m. Kabupaten Banggai Laut dengan obyek dan daya tarik wisata Desa 

Wisata Bone Baru, Desa Wisata Mbuang-Mbuang, Pantai Lokotoi 

Oyama, Paisu matube, Pantai Lalong, Desa Lantimbung, Pantai Pasir 

Merah Bone Mute, Desa Dungkean. 

 

6. Potensi Pertambangan 

Sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian telah memberikan 

andil cukup besar dalam mendorong perekonomian Provinsi  Sulawesi Tengah, 

khususnya nikel. Wilayah Sulawesi Tengah kaya akan nikel dan menjadi salah 

satu penggerak utama ekspor serta ekonomi daerah Provinsi  Sulawesi Tengah. 

Sektor pertambangan dan Penggalian berkontribusi terhadap pembentukan 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi  Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 

sebesar 14,64 persen.  

Potensi Mineral yang dimiliki Provinsi  Sulawesi Tengah yaitu nikel dengan 

luas areal bahan galian mencapai 322.200 Ha dengan besar cadangan 

diperkirakan mencapai 8.000.000 WMT. Cadangan Infered Imonit 14.062,20 juta 

ton, gelena potensi cadangan sebesar 100.000.000 ton, Emas 16.000.000 ton, 

Molibdenum 100 juta ton, Granit potensi cadangan terukur berdasarkan 

pemetaan semi mikro 1:50.000 sebesar 259.461.283.470 m3. 

Potensi cadangan minyak dan gas bumi di Provinsi  Sulawesi Tengah 

terdapat di dua Kabupaten yaitu, di Lapangan Tiaka Kecamatan Bungku Utara 

Kabupaten Morowali dan Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dengan 

kapasitas 16,5-23 juta barel per Tahun dan potensi gas bumi terdapat di Dongi 

Senoro Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dengan kapasitas 1,6 triliun kaki 

kubik. 

Potensi cadangan emas yang terdapat di Provinsi  Sulawesi Tengah yaitu 

• Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah 

tambang 561.050 Ha, 

• Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan  Moutong) dengan  luas 

wilayah tambang 46.400 Ha, 
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•  Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas 

wilayah tambang 746.400 Ha, 

• Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 

19.180 Ha, dan  

• Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 

228.700 Ha. 

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.11 
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Provinsi  Sulawesi Tengah 

No Bahan Galian Ciri Khas - Lokasi Keterangan 

I. Batuan Ornamen/poles 

1. Granit, Granodiorit, 

Gabro, Basal, Dasit 

dan Andesit 

Granit warna Merah Daging 

terdapat di Kab. Banggai 

Kepulauan Granit Warna abu-

abu, Abu-abu gelap terdapat di 

Kab. Donggala, Parigi Moutong 

dan Tolitoli 

Gabro di Kab. Donggala pernah 

ditambang yang dipasar disebut 

Granit HI TAM 

2 Marmer/pualam 

dan Sarpentin 

Marmer Hijau terdapat di Kab. 

Tojo Una una, Parigi Moutong 

dan Poso Marmer Coklat, Putih, 

Krem dan Abu-abu terdapat di 

Kab. Morowali dan Kab. 

Banggai 

Marmer Hijau-Muda pernah 

dieksploitasi di Poso dan 

Morowali. 

    Marmer Coklat Kemerahan 

terdapat di Kab. Parigi Moutong 

Marmer Coklat terdapat di kab. 

Morowali 

 

II. Batuan Bahan Konstruksi 

3 Sirtukil Terdapat Kota Palu dan 

disemuaKabupaten se Sulawesi 

Tengah. 

Material berasal dari 

rombakanbatuan yang terdiri 

daribatuanGranit, Granodiorit, 

Basal, Gabro,Andesit, Dasit, 

Serpentinit, Dunit,juga dari 

Breksi dan KonglomeratDi Kab. 

Donggala dan Kota Paludiantar-

pulaukan keKalimantan Timur. 

III. Mineral Non Logam lainnya 
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Sumber: Dinas ESDM Provinsi  Sulteng, 2024. 

 

7. Luas Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan  

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), penggunaan lahan 

adalah modifikasi lahan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup 

menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, permukiman. 

Sedangkan menurut Arsyad (1989) penggunaan lahan adalah setiap bentuk 

intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik materil dan spiritual. Berikut disajikan penggunaan 

lahan di Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2023. 

Tabel 2.12  
Luas Penggunaan Lahan di Sulawesi Tengah Tahun 2023 

NO PENGGUNAAN LAHAN 
 

LUAS (Ha) PERSEN LUAS 

1 Badan Air 69.971,01 1,14% 

2 Bandara / Pelabuhan  588,45 0,01% 

3 Belukar  535.350,13 8,70% 

4 Belukar Rawa  7.533,52 0,12% 

5 Hutan Lahan Kering Primer  2.187.297,12 35,53% 

No Bahan Galian Ciri Khas - Lokasi Keterangan 

4 Batugamping Kab. Donggala, Buol, Poso, 

BanggaiKepulauan dan  

Morowali 

Kab. Donggala, 

BanggaiKepulauan mempunyai 

potensiBahan Baku Semen 

yang sudahmelalui studi 

Kelayakan danAMDAL. 

5 Lempung Disemua Kabupaten se 

Sulawesi Tengah 

Sebagian baru dimanfaatkan  

    
 

dalam pembuatan batu 

bata,Genteng dan batako. 

6. Pasir Kwarsa Kab. Donggala, Parigi Moutong, Umumnya mempunyai kadar  

    Tolitoli dan Banggai Kepulauan SiO3 kurang dari 75 % 

7. Gypsum Kab. Banggai Kepulauan dan 

Kota Palu 

Dipersiapkan untuk Pabrik 

Semendi Banggai Kepulauan 
 

8. Talk Kab. Banggai, dan Tojo Unauna Berupa Sisipan pada batuan  

      batuan UltrabasaPertanian 

(Kaptan), Kadar Mg  03 
 

9. Dolomit Kab. Banggai Sebagai bahan baku 

Kapur(Magnesium ) sampai 35 

% 
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NO PENGGUNAAN LAHAN 
 

LUAS (Ha) PERSEN LUAS 

1 Badan Air 69.971,01 1,14% 

6 Hutan Lahan Kering Sekunder  1.550.361,71 25,19% 

7 Hutan Mangrove Primer  13.830,71 0,22% 

8 Hutan Mangrove Sekunder  29.172,55 0,47% 

9 Hutan Rawa Primer  7.764,67 0,13% 

10 Hutan Rawa Sekunder  1.489,24 0,02% 

11 Hutan Tanaman  9.199,35 0,15% 

12 Pemukiman  72.148,43 1,17% 

13 Perkebunan  302.966,61 4,92% 

14 Pertambangan 12.861,60 0,21% 

15 Pertanian Lahan Kering  282.138,47 4,58% 

16 Pertanian Lahan Kering Campur  805.255,91 13,08% 

17 Rawa  782,96 0,01% 

18 Rumput  63.637,69 1,03% 

19 Sawah  151.795,87 2,47% 

20 Tambak  20.881,02 0,34% 

21 Tanah Kosong   23.760,19 0,39% 

22 Transmigrasi  7.077,64 0,11% 

  Grand Total  6.155.864,87 100,00% 

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 

 

Berdasarkan tabel luas penggunaan lahan tersebut, terdapat penggunaan 

lahan terbesar di Sulawesi Tengah adalah hutan lahan kering primer sebesar 

35,53 persen, hutan lahan kering sekunder 25,19 persen, dan pertanian lahan 

kering campur 13,08 persen, sebagaimana disajikan pada gambar berikut: 
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Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 

Gambar 2.2  
Peta Penutupan Lahan Sulawesi Tengah 

 

8. Cagar Biosfer di Provinsi  Sulawesi Tengah  

Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, 

ekosistem unik dan atau ekosistem yang mengalami degradasi yang 

keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan 

penelitian dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nasional Nomor 32 

Tahun 2024: Pasal 1 (ayat 19), Cagar Biosfer adalah kawasan terpadu yang 

mengharmonisasikan kepentingan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya dengan pembangunan sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang keberadaannya diakui di tingkat internasional. Selanjutnya 

pada Pasal 18 ayat (1), dalam rangka kerja sama konservasi internasional, 

khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kawasan 

Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya dapat diusulkan sebagai Cagar 

Biosfer dan status internasional lainnya. Dalam hal status internasional, 

penetapan Cagar Biosfer diberikan oleh UNESCO, melalui Program Manusia 
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dan Bisofer (Man and Biosfer/MAB) di bawah koordinasi Komite Nasional MAB 

UNESCO Indonesia pada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).  

Hingga Tahun 2023, terdapat 20 Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh 

UNESCO dan 2 diantaranya terdapat di Provinsi  Sulawesi Tengah yaitu Cagar 

Biofer Lore Lindu dan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una.  

A.  Cagar Biosfer Lore Lindu 

Cagar Biosfer Lore Lindu, yang ditetapkan pada Tahun 1977, 

mempunyai tujuan utama dari pengembangan Cagar Biosfer Lore Lindu 

adalah untuk mewujudkan pembangunan di kawasan Lore Lindu secara 

berkelanjutan. Pengelolaan daerah yang luas ini adalah penting untuk 

mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dalam upaya konservasi 

keanekaragaman hayati. 

Secara administratif, Cagar Biosfer Lore Lindu terletak di Kabupaten 

Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, 

dan Kota Palu. Zona inti Cagar Biosfer berupa Taman Nasional Lore Lindu 

seluas 215.733,70 Ha yang terletak di Kabupaten Sigi dan Kabupaten 

Poso. Sedangkan Zona Penyangga seluas 510.223 Ha terletak di 

Kabuapten Poso, Kabupaten Sigi. Sedangkan Zona transisi seluas 

948.198,30 Ha terletak di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten 

Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu. Desa-desa yang 

berada didalam kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu terbagi atas dua zona 

yaitu Zona Penyangga (Kabupaten Sigi sebanyak 92 desa dan Kabupaten 

Poso sebanyak 38 desa) dan Zona Transisi (Kabupaten Sigi 66 desa, 

Kabupaten Donggala 72 desa, Kabupaten Poso 119 desa, Kabupaten 

Parigi Moutong 59 dan Kota Palu 43 kelurahan). Jumlah total desa di Zona 

Penyangga yaitu 130 desa dan total desa/kelurahan di Zona Transisi yaitu 

359. 

Area inti Cagar Biosfer Lore Lindu adalah Taman Nasional Lore 

Lindu (TNLL) yang dibentuk merupakan gabungan dari tiga kawasan yaitu 

Suaka Margasatwa Lore Kalamanta dengan luas 131.000 Ha (SK Menteri 

Pertanian No. 522/Kpts/Um/10/37 tanggal 20 Oktober 1973; Hutan Wisata 

dan Hutan Lindung Danau Lindu dengan luas 31.000 Ha (SK Menteri 

Pertanian No.46/Kpts/Um/1/78 tanggal 25 Januari 1978) dan Suaka 

Margasatwa Sungai Sopu–Sungai Gumbasa dengan luas 67.000 Ha (SK 
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Menteri Pertanian No. 1012/Kpts/Um/12/81 tanggal 10 November 1982). 

Luas gabungan ketiga kawasan konservasi tersebut seluas 229.000 Ha. 

Namun demikian, berdasarkan surat pernyataan Menteri Pertanian No. 

736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang pengumuman 

sebagai Calon Taman Nasional dengan luasan 231.000 Ha sebagai tindak 

lanjut Kongres Taman Nasional Sedunia di Bali Tahun 1982. Selanjutnya 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 

pada tanggal 5 Oktober 1993, luas Taman Nasional Lore Lindu adalah ± 

229.000 Ha. Selanjutnya dengan mengacu pada Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor P.03/Kpts-II/2007 tanggal 1 Februari 2007,  status 

pengelola Taman Nasional Lore Lindu berubah yang semula Balai  Taman 

Nasional Lore Lindu menjadi Balai Besar Taman Nasional Tipe A, dengan 

3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (BPTNW), yaitu BPTNW I 

Saluki, BPTNW II Makmur dan BPTNW III Poso. Setelah dilaksanakan 

pengukuran penataan batas oleh BIPHUT dan dikukuhkan dengan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 464/Kpts-II/1999 pada 

tanggal 23 Juni 1999 dengan luas 217.991,18 Ha. Taman Nasional Lore 

Lindu (TNLL) merupakan salah satu primadona tujuan wisata alam Provinsi  

Sulawesi Tengah (merupakan Daerah Tujuan Wisata ke-26). TNLL secara 

administratif terletak di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi sekitar 127.185 

Ha dan Kabupaten Poso sekitar 107.321 Ha.  

Dalam perjalanan proses pengelolaannya, zonasi Cagar Biosfer 

Lore Lindu kemudian disempurnakan pengelompokkan zona yang ada di 

dalamnya sehingga diperoleh update zonasi yaitu, Zona Inti seluas 

215.733,70 Ha; Zona Penyangga 210.223 Ha; dan Zona Transisi seluas 

948.198,30 Ha. Kawasan dan luas wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu dapat 

dilihat pada peta di bawah ini: 
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Sumber: Periodic review lore lindu boisphere reserve 2013-2023, Tahun 2024. 
Gambar 2.3  

Kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu 

Selanjutnya mengenai koordinat terluar dari Cagar Biosfer Lore 

Lindu di sajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.13 
Koordinat terluar dari Cagar Biosfer Lore Lindu 

NO LOKASI KOORDINAT GEOGRAFIK 

1 Taman Nasional Lore Lindu 
Most central point: 

119 ˚ 49' 03,77" BT 0˚ 39' 41,36" LS 

2 Desa Malie Kabupaten Poso 
Northernmost point: 

120 ˚ 52' 38,24" BT 1˚ 24' 54" LS 

3 
Desa Mayoa Kabupaten 

Poso 

Southernmost point: 

120 ˚ 46' 11,80" BT 2˚ 13' 07,55" LS 

4 
Desa Polanto Jaya 

Kabupaten Donggala 

Westernmost point: 

119 ˚ 27' 47,16" BT 1˚ 19' 28,94" LS 

5 
Desa Labuan Kabupaten 

Donggala 

Easternmost point: 

120˚ 11' 09,13" BT 1˚ 27' 40,95" LS 

Sumber: Periodic Review Lore Lindu Biosphere Reserve 2013-2023, 2024. 

 

B.  Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una 

Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una ditetapkan sebagai cagar biosfer 

oleh UNESCO pada tanggal 19 Juni 2019, dengan luas daratan 567.562 Ha 

dan lautan722.076 Ha dengan total 2.187.632 Ha. Termasuk dalamnya Zona 

Inti seluas 368.464 Ha  (Taman Nasional Kepulauan Togean dan Cagar 
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Alam Tanjung Api), Zona Penyangga 281.136 Ha yang masuk dalam APL 

daratan di Kepulauan Togan dan Perairan/Laut mengelilingi wilayah perairan 

kawasan Taman Nasioal Kepulauan Togean dan Tanjung Api yang menjadi 

kewenangan Provinsi . Sedangkan Zona Transisi dengan luasan 1.538.032 

Ha termasuk didalamnya APL perairan/laut Kabupaten Tojo Una-Una serta 

APL dan kawasan hutan (KPH Sivia Patuju) daratan Kabupaten Tojo Una-

Una di Pulau Sulawesi.  

 

Sumber: Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, 2024. 
 

Gambar 2.4  
Kawasan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una 

 
 

C. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup  

Pengetahuan dan pemaham terhadap kondisi lingkungan hidup suatu 

wilayah menjadi sangat penting terutama dalam konteks perencanaan 

program dan kegiatan pembangunan serta kebutuhan evaluasi dalam proses 

pelaksanaannya. Provinsi  Sulawesi Tengah yang antara lain memiliki daya 

tarik dengan keberadaan potensi sumber daya alam cukup beragam, sejauh 

ini telah mendorong berbagai upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk 

menjadi salah satu modal pembangunan ekonomi di daerah, yang tentunya 

diarahkan pada peningkatkan pendapatan daerah dan diharapkan dapat 

berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

diantaranya dapat dilihat dari penetapan beberapa kawasan strategis nasional 

di Provinsi  Sulwesi Tengah, terutama terkait dengan sektor pertambangan, 
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telah menjadi daya tarik penduduk sebagai tenaga kerja yang bermigrasi dari 

berbagai daerah sekitar wilayah Sulawesi Tengah. Sementara di sisi lain, 

potensi dan ancaman bencana di wilayah Sulawesi Tengah juga perlu disikapi 

dengan membudayakan perilaku masyarakat yang sadar dan siaga bencana, 

karena dapat berdampak terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini karena 

selain dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kejadian bencana juga dapat 

mengancam keselamatan penduduk yang ada sekitar wilayah potensi 

bencana. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi 

kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan fungsi dan manfaat kepada 

manusia. Tentunya kondisi tersebut dapat berimbas pada penurunan daya 

dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Tekanan jumlah penduduk yang 

besar tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya 

alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan 

sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim.  

Dalam hal ini, di Sulawesi Tengah akan berdampak terhadap 

kebutuhan akan ruang hidup dan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, utamanya terkait air bersih dan pangan secara 

berkelanjutan sehingga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut 

harus menjadi perhatian sebagai salah upaya dan kebijakan dalam 

mewujudkan kesetimbangan daya dukung lingkungan hidup. Kajian daya 

dukung lingkungan hidup yang dilakukan memanfaatkan data dari berbagai 

sumber dan beberapa-hasil studi yang tersedia untuk memberikan gambaran 

mengenai kondisi lingkungan hidup di Provinsi  Sulawesi Tengah.  

1) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air  

Lingkungan hidup memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu 

ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air 

tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Air bersih juga merupakan 

salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, 

air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau 

maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun 

jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah 

hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air 

(akuifer). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat 
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sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Selain bahan 

pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia 

adalah ketersediaan air bersih.  

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam KLHS ini 

mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor:297/Menlhk/Setjen/2019 tentang Penetapan Daya Dukung dan 

Daya Tampung Air Nasional yang merupakan salah satu amanat Pasal 

12 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH).   

(a) Jasa Ekosistem Penyedia Air  

Air, makanan dan energi adalah inti dari kebutuhan manusia 

dan ada siklus kompleks yang tak terbatas di antara ketiga unsur 

ini disebut sebagai “water–food–energy nexus”. Untuk 

menghasilkan makanan, air dan energi dibutuhkan; sementara 

untuk menghasilkan energi, air dibutuhkan; dan untuk mengakses 

air, energi hampir selalu dibutuhkan (misalnya untuk menjalankan 

pompa). Karena kompleksitas hubungan antara ketiga elemen ini, 

ada kebutuhan untuk mempertimbangkan secara bersamaan 

dalam pengambilan keputusan (Bazilian et al., 2011; Howells et al., 

2013).  

Layanan ekosistem utama juga terhubung dengan siklus 

hidrologi di wilayah sungai, misalnya pemurnian air, retensi air, dan 

regulasi iklim. Sebagian besar jasa ekosistem terkait air ini dapat 

dihargai secara langsung oleh masyarakat dan dikuantifikasi, tetapi 

beberapa, terutama jasa pengaturan dan pemeliharaan, kurang 

jelas. Padahal, semua jasa ekosistem harus dipertimbangkan 

untuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang 

berkelanjutan.  

Air tanah tidak selalu berada pada suatu area. Serapan 

ulang dan pelepasan air tanah dapat terjadi dari dan ke sungai dan 

karena itu ekologi sungai juga bergantung pada air tanah untuk 

setidaknya pada sebagian waktu dalam satu tahun. Dengan tidak 

adanya input air tanah selama periode panjang tanpa hujan, 

misalnya pada musim kemarau, banyak sungai dan lahan 
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mengering. Ketergantungan fungsional sistem aliran dasar sungai 

pada air tanah terkait dengan skala spasial, jangkauan saluran, 

daerah tangkapan air dan lanskap, dan menilai empat fitur 

ketergantungan air tanah, yaitu hidrologi, fisik, kimia dan biologis. 

Sumber lain yaitu dari air permukaan, seperti sungai, dikelilingi oleh 

dan berinteraksi dengan vegetasi tepi sungai yang berdekatan. 

Hutan riparian juga dapat secara struktural, floristik dan topografi 

kompleks menentukan ketergantungan air tanah dari semua atau 

beberapa komponen hutan tersebut. Oleh karenanya, tutupan 

lahan, vegetasi, dan bentang lahan sangat berpengaruh pada 

kemampuan alam untuk menyediakan air.  

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

Gambar 2.5  
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air 

Berdasarkan data pada tabel dan gambar tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa umumnya wilayah di Provinsi  Sulawesi 

Tengah memiliki kelas layanan jasa lingkungan penyedia air dengan 

kinerja yang rendah, yakni mencakup 63,64% dari total luas wilayah 

Provinsi  Sulawesi Tengah. Demikian pula luas wilayah dengan 

kelas layanan jasa lingkungan penyedia air dengan kinerja sangat 

tinggi bervariasi di setiap kabupaten/kota, dan dari data persentasi 
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luasannya terlihat bahwa wilayah Kabupaten Poso adalah wilayah 

yang memiliki luas wilayah tertinggi untuk kinerja jasa lingkungan 

yang sangat tinggi. Sementara wilayah yang paling luas dengan 

kondisi kinerja layanan jasa lingkungan yang sangat rendah, 

terdapat pada wilayah Kabupaten Sigi yaitu dengan persentasi 

mencapai 15,21% dari total luas sebaran wilayah dengan kinerja 

jasa lingkungan yang sangat rendah.  

(b) Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air  

Siklus hidrologi (hydrology cycle) adalah pergerakan air 

dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), 

pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan 

pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi 

terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, 

transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi 

di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran 

permukaan. Ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus 

hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air 

yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan 

air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. 

Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.  

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

Gambar 2.6  
Peta Jasa Ekosistem Fungsi Pengatur Tata Air  
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Berdasarkan gambar di atas umumnya wilayah di Provinsi  

Sulawesi Tengah memiliki kelas layanan jasa lingkungan pengatur 

tata air dengan kinerja yang tinggi dan sedang, yakni masing-masing 

42,60% dan 35,55% dari total luas wilayah Provinsi  Sulawesi 

Tengah. Demikian pula luas wilayah dengan kelas layanan jasa 

lingkungan penyedia air dengan kinerja sangat tinggi bervariasi di 

setiap kabupaten/kota, dan dari data persentasi luasannya terlihat 

bahwa wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara adalah 

wilayah yang memiliki wilayah cukup luas untuk kinerja jasa 

lingkungan pengaturan tata yang sangat tinggi. Sementara wilayah 

yang paling luas dengan kondisi kinerja layanan jasa lingkungan 

yang rendah, terdapat pada wilayah Kabupaten Toli Toli yaitu 

dengan persentasi mencapai 18,64% dari total luas sebaran wilayah 

dengan kinerja jasa lingkungan yang sangat rendah.  

(c) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air 

Dalam kajian daya dukung penyedia air pada wilayah 

adminstrasi Provinsi  Sulawesi Tengah dillakukan analisis data 

dalam 2 waktu yang berbeda, yaitu indikasi status daya dukung air 

pada Tahun 2020 dan Tahun 2029.  

 
 Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

Gambar 2.7  
Peta Indikasi Status Daya Dukung Air Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020  
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Tabel 2.14  

Proyeksi Status Daya Dukung Air Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2029 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

 
Dari data hasil estimasi proyeksi hingga Tahun 2029 diketahui 

bahwa kurang lebih 85,57% wilayah Provinsi  Sulawesi Tengah 

diindikasikan belum melampaui daya dukung air (ditandai dengan 

warna kuning), data ini menunjukkan berkurangnya luas wilayah 

dengan status daya dukung air belum terlampaui walaupun tidak 

cukup signifikan, yaitu sebesar 0,02%. wilayah kabupaten yang 

indikasi status daya dukung air telah terlampaui cukup luas, masih 

pada kabupaten Banggai Kepulauan, yakni 42,48% wilayahnya 

terindikasi daya dukung airnya telah terlampaui. Kemudian diikuti 

oleh wilayah kabupaten Banggai Laut, Toli Toli dan Parigi Mautong, 

yang semuanya mengindikasikan bahwa sekitar 30% luas 

wilayahnya terindikasi daya dukung airnya telah terlampaui, dan 

komposisi sebaran dan status wilayah ini tidak berbeda dengan 

kondisi pada Tahun 2020.  

Berdasarkan SK 146 Tahun 2023 tentang penetapan daya 

dukung dan daya tampung air nasional, secara umum wilayah di 

Sulawesi Tengah di dominasi (84,96%) masih belum terlampaui 

daya dukung airnya. Namun, terdapat beberapa wilayah yang perlu 

mendapat perhatian khusus karena telah terlampaui daya dukung 

airnya (14,32%). Kabupaten Banggai: Memiliki luas wilayah terbesar 

(824.017,92 ha) dengan sebagian besar (10,47%) belum terlampaui 

daya dukung airnya. Namun, ada juga wilayah yang terlampaui 
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(2,92%). Kabupaten Morowali Utara: Memiliki persentase terbesar 

wilayah yang belum terlampaui daya dukung airnya (13,80%), 

menunjukkan potensi sumber daya air yang masih baik. Kabupaten 

Poso: Meskipun memiliki luas wilayah yang cukup besar, persentase 

wilayah yang terlampaui daya dukung airnya relatif kecil (0,38%).  

Tabel 2.15 
Status Daya Dukung Air Provinsi  Sulawesi Tengah Berdasarkan Status 

Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

 

Selanjutnya, Peta Status Daya Dukung Air Provinsi  Sulawesi 

Tengah Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung di 

sajikan pada gambar berikut. 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. 

Gambar 2.8  
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi  Sulawesi Tengah Berdasarkan Status 

Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi  Sulawesi Tengah 
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2) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan 

Daya dukung pangan dianalisa untuk mengetahui kemampuan 

Sulawesi Tengah menyediakan pangan secara mandiri bagi 

penduduknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum status 

daya dukung pangan di Sulawesi Tengah belum terlampaui. Meski 

demikian, terdapat wilayah-wilayah dengan daya dukung terlampaui 

dengan luasan yang cukup besar jika dilihat dari total luasan administrasi 

wilayah tersebut.  

Upaya pelestarian jasa lingkungan penyedia pangan dapat 

ditempuh dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati sumber pangan 

lokal dan penguatan posisi tawarnya promosi konsumsi pangan lokal, 

pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal/biomassa sebagai energi 

alternatif, pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal bahan baku obat 

untuk kesehatan masyarakat dan pelestarian kawasan daerah tangkapan 

air, aliran sungai dan pengembangan embung-embung untuk 

ketersediaan air masyarakat. Selain itu, pengembangan kawasan 

pertanian berkelanjutan juga terus dilaksanakan, meliputi Pengembangan 

dan peningkatan nilai tambah sumber pangan lokal, Pengembangan 

energi alternatif dengan memanfaatkan jasa lingkungan, pengembangan 

keanekaragaman hayati lokal untuk kesehatan dan perbaikan gizi 

keluarga serta peningkatan kualitas daerah tangkapan air dan penyediaan 

serta pemanfaatan air bersih melalui pengelolaan air permukaan.  

Hasil kajian terhadap status daya dukung daya tampung 

lingkungan hidup di Provinsi  Sulawesi Tengah untuk pangan, diketahui 

bahwa untuk status penyedia energi pangan di Provinsi  Sulawesi Tengah 

secara umum belum terlampaui, meskipun baru 28,01% wilayahnya telah 

melampaui ambang batas, faktor produksi pangan yang tidak sebanding 

dengan jumlah penduduk serta pemanfaatan lahan pangan yang tidak 

sesuai mengakibatkan status daya dukung penyedia pangan di wilayah ini 

akan bisa menjadi terlampaui.  

- Jasa Ekosistem Penyedia Pangan 

Jasa lingkungan penyedia pangan adalah fungsi ekosistem 

yang memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala 
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sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan 

air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi 

diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala 

macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan 

pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan 

perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk 

pangan dari hutan. Dalam kajian kinerja jasa lingkungan penyedia 

pangan, maka dilakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan 

penyedia pangan di Provinsi  Sulawesi Tengah berdasarkan laporan 

KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.  

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. 

Gambar 2.9  
Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan  

Berdasarkan data di atas maka secara umum terlihat bahwa 

kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan lingkungan 

penyedia pangan di Provinsi  Sulawesi Tengah berada di rentang kelas 

berpotensi Sedang dengan total luas 77,70%. Berpotensi Tinggi (tinggi 

– sangat tinggi) seluas 17,30% dan berpotensi Rendah (sangat rendah 

– rendah) seluas 5,0% dari total luas Provinsi  Sulawesi Tengah.  
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Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan 

lingkungan penyedia pangan tersebar di seluruh Kabupaten/kota 

namun luas dominan berada di Kabupaten Morowali Utara dengan 

luas 12,54%, Kabupaten Banggai dengan luas 9,62% dan Kabupaten 

Poso dengan luas 8,86%. Sementara itu sebesar 17,30% luas wilayah 

yang berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) di Provinsi  Sulawesi 

Tegah terdistribusi dominan di Kabupaten Banggai seluas 3,04% dan 

di Kabupaten Tojo Una-Una seluas 2,67%. Untuk kelas Rendah 

(sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan penyedia 

pangan seluas 5,0% terdistribusi dominan di Kabupaten Parigi 

Moutong seluas 0,86% dan di Kabupaten Banggai dengan luas 0,78% 

dari total luas total wilayah Provinsi  Sulawesi Tengah.  

 
Sumber: D3TLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2024 

Gambar 2.10  
Peta Indikasi Status Daya Dukung Pangan Provinsi  Sulawesi Tengah  

Tahun 2019  

Dari peta tersebut dapat diketahui beberapa wilayah kabupaten 

di Provinsi  Sulawesi Tengah, pada Tahun 2019, daya dukung 

lingkungan penyedia pangannya terindikasi telah terlampaui, yaitu 

kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Kota Palu, Parigi 

Mautong dan Tojo Una-una. Tetapi secara umum daya dukung daya 
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tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan Provinsi  

Sulawesi Tengah belum terlampaui. Selanjutnya untuk indikasi status 

daya dukung penyedia pangan Provinsi  Sulawesi Tengah pada Tahun 

2029 sesuai hasil estimasi berdasarkan proyeksi dinamika populasi 

penduduk pada Tahun 2029, dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah 

ini.  

Tabel 2.16 
Status Daya Dukung Pangan Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2029 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

 

Selanjutnya, Peta indikasi status daya penyedia air Provinsi  

Sulawesi Tengah Tahun 2029 disajikan pada gambar berikut 

 
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, 2024 

Gambar 2.11  
Peta Indikasi Status Daya Dukung Penyedia Air Provinsi  Sulawesi Tengah 

Tahun 2029 
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Berdasarkan hasil estimasi proyeksi penduduk Tahun 2029 

diketahui penduduk Sulawesi Tengah mengalami pertambahan 

populasi yang tersebar merata disemua wilayah kabupaten. Proyeksi 

Tahun 2029, 71,26% dari luas wilayah Provinsi  Sulawesi Tengah yang 

diindikasikan belum melampaui daya dukung air (ditandai dengan 

warna kuning). Dengan demikian secara umum status daya dukung 

penyedia pangan di Provinsi  Sulawesi Tengah pada Tahun 2029 masih 

berstatus belum terlampaui.  

D. Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan 

1) Ketahanan Energi 

Kemandirian dan ketahanan energi nasional untuk mendukung 

pembangunan nasional berkelanjutan perlu diwujudkan, mengingat 

tujuan Kebijakan Energi Nasional merupakan pedoman untuk 

memberikan arah pengelolaan energi nasional. Kebijakan pemerintah 

pusat mengenai rencana pengelolaan energi di tingkat nasional 

merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi 

Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran yang berisi 

hasil permodelan kebutuhan pasokan energi hingga Tahun 2050. 

Ketahanan energi adalah kemampuan suatu daerah untuk 

menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan 

keberlanjutan pasokan energi guna mendukung pembangunan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat.  Sulawesi Tengah dengan cakupan 

wilayah yang luas dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah 

menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan penduduk wilayah lain 

untuk bermigrasi ke wilayah ini.  Hal tersebut tentunya berdampak 

terhadap kebutuhan energi di Provinsi  ini. Beberapa isu strategis yang 

berkaitan dengan energi di Sulawesi Tengah sebagaimana yang 

tertuang dalam Perda Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah ketergantungan 

terhadap energi fossil masih sangat tinggi, akses dan infrastruktur energi 

masih terbatas di beberapa wilayah serta belum optimalnya 

perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi EBT. 
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Berdasarkan data Rencana Umum Energi Nasional dan data dari 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi  Sulawesi Tengah, serta 

RUPTL 2018-2027, data potensi energi di wilayah Provinsi  Sulawesi 

Tengah ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.17 
Potensi Energi Provinsi  Sulawesi Tengah 

No Jenis Energi Satuan Potensi 

1 Surya  MW 6.187 

2 Bayu MW 908 

3 Biomassa MW 326,9 

4 Tenaga Air MW 3.095 

5 Panas Bumi MW 368 

6 Batubara Juta Ton 2 

7 Gas Bumi BCF 2.030 
              Sumber : Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2015-2050 dalam  
                              Perda Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 . 
 
 

Data potensi panas bumi terkini yang diperolah dari Dinas Energi 

dan Sumber Daya Mineral Provinsi  Sulawesi Tengah diketahui sumber 

daya spekulatif 405 MW, sumber daya hipotetik 67 MW, dan Cadangan 

terduga 289 MW. Potensi bioenergi dapat dikembangkan dengan 

memanfaatkan limbah dari potensi tanaman perkebunan dan hewan 

ternak. Provinsi  Sulawesi Tengah memiliki beraneka ragam potensi 

bionergi seperti padi, jagung, kayu, kelapa sawit dan kelapa dalam. 

Sedangkan dari hewan ternak terdiri dari kerbau, sapi, kuda dan babi. 

Pengembangan bioenergi ini dilakukan dengan memanfaatkan limbah 

dari tanaman perkebunan dan hewan ternak. Pengembangan potensi 

bioenergi juga dapat memanfaatkan sampah kota.  Adapun potensi 

energi surya dan energi air di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada 

gambar dan tabel berikut.  
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       Sumber: P3TEBTKE Kementerian ESDM dalam Perda Provinsi  Sulawesi                 
                     Tengah Nomor 10 Tahun 2019 
 

Gambar 2.12 
 Peta Potensi Energi surya di Indonesia 

 
 

Tabel 2.18  
Potensi Tenaga Air Sulawesi Tengah 

No Proyek Tipe Jenis 
Kapasitas 

(MW) 
Status 

1 Bambalo 2 ROR PLTM 1,8 Potensi 

2 Dako ROR PLTM 1,4 Potensi 

3 Sampaya ROR PLTM 1,2 Potensi 

4 Lobu ROR PLTM 5 Potensi 

5 Banasu ROR PLTM 9 Potensi 

6 Batunobota ROR PLTM 5 Potensi 

7 Kilo ROR PLTM 10 Potensi 

8 Paddumpu ROR PLTM 5 Potensi 

9 Yaentu ROR PLTM 10 Potensi 

10 Ponju ROR PLTM 3 Potensi 

11 Bengkoli ROR PLTM 2,5 Potensi 

12 Bongkasoa ROR PLTM 1,4 Potensi 

13 Pono ROR PLTM 6 Potensi 
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No Proyek Tipe Jenis 
Kapasitas 

(MW) 
Status 

14 Koro Yaentu ROR PLTM 17 Potensi 

15 Sajo Karangana RES PLTA 103 Potensi 

16 Sajo Pebatua RES PLTA 426 Potensi 

17 Lariang-7 RES PLTA 257,6 Potensi 

18 Kulawi ROR PLTA 150 Potensi 

19 La'a ROR PLTA 160 Potensi 

20 Lalindu ROR PLTA 50 Potensi 

21 Palu 3 RES PLTA 75 Potensi 

22 SR-1 (Bada) RES PLTA 420 Potensi 

23 SR-2 (Bada) RES PLTA 720 Potensi 

24 Tinauka RES PLTA 300 Potensi 

25 Lariang-4 ROR PLTA 200 Potensi 

26 Gumbasa ROR PLTA 156 Potensi 

Total Potensi air 3.095,9   
Sumber : RUPTL 2018-2027 PLN  

 
 

Ketahanan energi ini meliputi peningkatan akses dan 

ketersediaan energi bersih yang terus didorong untuk optimalisasi 

sumber energi terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan 

pada energi fosil. Data pembangkit EBT eksisting Provinsi  Sulawesi 

Tengah tercantum pada tabel berikut. 
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Tabel 2.19 
Data Pembangkit EBT Eksisting Provinsi  Sulawesi Tengah (On Grid) 

 

    DMN : Daya Mampu Netto 
    DMP : Daya Mampu Pasok 
    COD : Commercial Operating Data 
    Sumber : Buku Data dan Statistik DESDM, 2024 

 

Aspek lainnya yang juga penting dalam mendukung ketahanan energi 

adalah ketahanan kelistrikan yang merupakan kemampuan suatu daerah 

dalam menjamin ketersediaan, keandalan, keterjangkauan, dan 

keberlanjutan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, 

dan pemerintahan. Kondisi eksisting kelistrikan meliputi rasio elektrifikasi 

yakni persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik, dimana rasio 

elektrifikasi di Sulawesi Tengah dan distribusinya pada masing-masing 

kabupaten kota  tercantum pada gambar berikut. 

No Pemilik Kab/Kota Jenis
Nama 

Pembangkit

Bahan 

bakar

Jumlah 

Unit

Kapasitas 

Terpasang 

(KW)

DMN 

(KW)

DMP 

Tertinggi 

(kw)

Tahun COD

1 PT Poso Energi Poso PLTA PLTA Poso Air 3 193000 177960 19377 2010

2 PLN Poso PLTM PLTM Air 2 2550 2400 1000 1999

3 PT. Hantraco Indoperkasa Morowali 

Utara

PLTM PLTM 

Wawopada 1

Air 2 3000 2400 2500 2014

4 PT. Hantraco Indoperkasa Morowali 

Utara

PLTM PLTM 

Wawopada 2

Air 2 3500 3200 3300 2026

5 PT. Sakita Hydro Power Morowali PLTM PLTM Sakta Air 1 2000 1780 1765 2014

6 PLN Banggai PLTM PLTM Hanga-

Hanga

Air 1 1600 1040 1040 1935

7 PT. Buminta Cita Banggai 

Energi

Banggai PLTM PLTM 

Kalumpang

Air 1 1200 1000 1000 2025

8 PT. Buminta Cita Banggai 

Energi

Banggai PLTM PLTM Hanga-

Hanga II

Air 1 2552 2200 1340 2005

9 PT. Lambangan Energi Utam Banggai PLTM PLTM Air 2 3000 2000 2000 2016

10 PLN Tojo Una-

Una

PLTM PLTM 

Sansarino

Air 1 300 300 300 2015

11 PT. Adis Putra Pratama Banggai PLTM PLTM IPP HEK Air 1 2500 2350 200 2010

12 PLN Toli-Toli PLTM PLTM Air 2 1600 800 800 1998

13 PLN Parigi 

Moutong

PLTM PLTM Tomini 

1 &2 

Air 2 2000 1900 1800 2010

14 PT. Poso Energy Poso PLTA PLTA Poso 

Peakar Unit 1

Air 4 50000 200000 200000 2019

15 PT. Arkora Sulawesi Selatan Poso PLTM PLRM Tomasa Air 2 5000 10000 10000 2020

16 PT. Poso Energy Poso PLTA PLTA Poso 

Peakar Unit 3-

Air 4 30000 120000 120000 2020

17 PT. Trinusa Energy Tojo Una-

Una

PLTM PLTM Koro 

Kabalo

Air 2 1100 2200 2200 2022

18 PT. Buminta Energi Perkasa Morowali 

Utara

PLTM PLTM Tomata Air 1 10000 10000 10000 2022
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Sistem tenaga listrik di Provinsi  Sulawesi Tengah secara umum 

terdiri dari sistem interkoneksi 70 kV, 150 kV, dan sistem 20 kV. Sistem 

interkoneksi 70 kV dan 150 kV saat ini membentang dari Palu sampai ke 

Poso, melayani beban Kota Palu, Donggala, Parigi, Poso, Tentena, dan 

sebagian Kabupaten Sigi. Sistem interkoneksi Sulawesi Tengah 

mendapatkan pasokan daya dari beberapa pembangkit utamanya dari 

PLTU Palu 3, PLTA Poso, dan PLTD Silae, disalurkan ke pelanggan 

melalui GI 70 kV Parigi, GI 150 kV Palu Baru (Sidera), GI 150 kV Silae, 

GI 150 kV Poso, GI 150 kV Tentena, GI 150 kV Donggala, GI 150 kV 

Tawaeli, GI 70 kV Talise, dan GI 150 kV Talise.  

Sistem tenaga listrik yang dipasok melalui jaringan 20 kV meliputi 

Sistem Bungku, Sistem Kolonedale, Sistem Banggai Laut, Sistem 

Luwuk-Toili, Sistem Ampana-Bunta, Sistem Tolitoli, Sistem Moutong-

Kotaraya, Sistem Leok, Sistem Bangkir, dan beberapa sistem kecil 

isolated tersebar lainnya.  

Sistem tenaga listrik Provinsi  Sulawesi Tengah dipasok oleh 

pusat-pusat pembangkit meliputi PLTU, PLTD, dan PLTA/M. Tabel 

berikut adalah daftar pembangkit eksisting di Provinsi  Sulawesi Tengah. 
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Tabel 2.20 
Kapasitas Pembangkit Eksisting di Provinsi  Sulawesi Tengah 

Pembangkit 
Sistem Tenaga 

Listrik 
Jumlah 

Unit 
Total 

Kapasitas 

Daya 
Mampu 

Neto (Mw) 

Dmp Tertinggi 
1 Tahun 

Terakhir (Mw) 

PLN           

PLTD  

Sulbagsel 10 45,24 24,30 24,30 

Sulbagsel 1 3,77 3,77 3,80 

20 kV Luwuk-Toili 14 9,37 5,45 5,10 

20 kV Ampana-Bunta 9 7,15 4,91 4,70 

20 kV  Tolitoli-Bangkir 13 8,45 6,20 4,80 

20 kV Moutong-
Kotaraya 10 7,85 5,40 3,90 

20 kV Kolonedale 13 5,79 3,53 2,10 

20 kV Bungku 12 10,67 8,57 7,20 

20 kV Banggai 6 2,25 1,29 0,80 

20 kV Leok 7 5,60 4,35 2,50 

Isolated tersebar 
Area Tolitoli 11 2,10 1,80 1,20 

  
Isolated tersebar 
Area Luwuk 64 10,89 5,01 4,30 

  
Isolated tersebar 
Area Palu 27 2,97 2,05 0,90 

PLTA/M 

Sulbagsel 7 34,25 33,75 33,75 

20 kV Luwuk-Toili 1 1,60 0,90 0,90 

20 kV Ampana-Bunta 1 0,80 0,80 0,80 

20 kV  Tolitoli-Bangkir 1 1,60 1,60 1,60 

20 kV Moutong-
Kotaraya 2 2,00 2,00 2,00 

PLTU 20 kV Ampana 1 3,50 3,50 3,50 

Jumlah PLN   210 154,30 97,00 106,20 

IPP           

PLTU Sulbagsel 4 66,00 0,00 0,00 

PLTA/M  

Sulbagsel 6 531,75 529,64 529,60 

20 kV Luwuk-Toili 1 2,50 2,50 1,30 

20 kV Ampana-
Bungku 1 6,50 2,50 2,50 

20 kV Kolonedale 1 2,00 0,55 0,50 

20 kV Bungku 1 2,20 2,20 2,20 

Jumlah IPP   14 600,00 532,40 536,10 

Sewa           

PLTD 
  

20 kV Luwuk-Toili 2 15,00 17,40 17,40 

20 kV Ampana-Bunta 1 5,00 6,48 6,50 

20 kV  Tolitoli-Bangkir 3 11,00 13,60 13,60 

20 kV Moutong-
Kotaraya 3 7,00 8,15 8,20 

20 kV Banggai 1 2,00 2,85 3,10 

20 kV Leok 2 6,00 6,00 6,00 

Isolated tersebar 
Area Luwuk 1 2,00 2,06 1,80 

Jumlah Sewa   13 0,00 19,54 50,60 

Excess Power           

PLTU 20 kV Bungku 1 5,00 3,60 3,60 

Jumlah Excess 
Power   1 5,00 3,60 3,60 

Jumlah   238 759,2 652,51 696,45 

 
Selanjutnya, di Kota Palu akan dikembangkan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Palu di mana di kawasan tersebut akan terdapat industri 

baik yang berbasis potensi lokal maupun industri manufaktur. Beberapa 

proyek komoditas KEK Palu antara lain smelter nikel, pengolahan kakao, 
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pengolahan karet, pengolahan rumput laut, perakitan alat berat, dan 

pengolahan akhir produk elektrik. Adanya KEK Palu, diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan tenaga listrik di Provinsi  Sulawesi Tengah. 

Selain itu, di Kabupaten Morowali telah dikembangkan kawasan industri 

Tsingshan untuk pengolahan hasil tambang mineral yaitu smelter nickel 

dan akan dikembangkan industri turunannya antara lain stainless steel. 

Diperkirakan ke depan akan tumbuh beberapa kawasan industri lain di 

Provinsi  Sulawesi Tengah. Adanya potensi KEK, KI dan pelanggan 

besar industri maupun bisnis membuka peluang tingginya kebutuhan 

tenaga listrik. Untuk pelanggan publik khususnya puskesmas, PLN akan 

memenuhi kebutuhan tenaga listrik puskesmas di kecamatan, dan 

kabupaten di Provinsi  Sulawesi Tengah. 

Pertumbuhan permintaan tenaga listrik terbesar adalah dari sektor 

rumah tangga dan sektor industri. Pertumbuhan industri pertambangan 

dan smelter saat ini bertumbuh dengan cepat sehubungan dengan 

pembatasan pemerintah untuk melakukan ekspor hasil tambang mineral 

tanpa melalui proses pengolahan. Dengan adanya pembatasan ekspor 

tersebut, mendorong pihak swasta untuk membangun smelter dan 

pabrik pengolahan di Indonesia. Banyaknya calon pelanggan industri 

smelter dan pabrik pengolahan (selanjutnya disebut KTT atau 

Konsumen Tegangan Tinggi) di Sulawesi Tengah mendorong 

meningkatnya proyeksi pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Pada 

umumnya, industri smelter dan pabrik pengolahan akan membutuhkan 

tenaga listrik yang cukup besar sehingga tentunya akan membutuhkan 

investasi yang besar pula. Terdapat potensi risiko tidak jadinya 

pembangunan smelter ataupun pabrik pengolahan barang tambang. 

Oleh karena itu, seluruh potensi pelanggan KTT yang ada telah 

diperhitungkan dalam proyeksi penjualan tenaga listrik dengan 

mempertimbangkan confidence level operasi dari setiap pelanggan KTT 

tersebut. Sehingga, realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan untuk menyuplai pelanggan KTT dapat disesuaikan 

apabila confidence level dari potensi pelanggan KTT menjadi confidence 

level tinggi.  

Berdasarkan realisasi penjualan tenaga listrik, dengan 
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mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi regional, 

pertambahan jumlah penduduk, peningkatan rasio jumlah rumah tangga 

berlistrik PLN di masa datang, dan mempertimbangkan pertumbuhan 

ekonomi setelah terjadinya pandemi Covid-19 terjadi, maka proyeksi 

kebutuhan listrik Tahun 2025-2034 diperlihatkan pada Tabel berikut:  

Tabel 2.21 
Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik (GWh) 2025-2030 

 
Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. 
 

Tabel 2.22 
Proyeksi Jumlah Pelanggan (Ribu) di Provinsi  Sulawesi Tengah  

Tahun 2025-2030 

 
Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 
 

Tabel 2.23 
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik 

 
Sumber: Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 

 

Proyeksi kebutuhan listrik di atas sudah memperhitungkan 

kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan 

seluruh potensi pelanggan besar lainnya di Provinsi  Sulawesi Tengah 

baik yang tingkat kepastiannya tinggi (sudah PJBTL) maupun tingkat 
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kepastiannya rendah (masih tahap probing ataupun MoU).  

Terkait jumlah rumah tangga yang memilki akses listrik atau Rasio 

Elektrifikasi, distribusi pada baik Provinsi  maupun masing-masing 

kabupaten/kota digambarkan sebagai berikut: 

 

 
                     Sumber: Buku Statistik ESDM Provinsi  Sulawesi Tengah, 2024. 

Gambar 2.13  
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024 

  

 
Sumber: BPS Provinsi  Sulawesi Tengah, 2025. 

Gambar 2.14  
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 

2019-2024 

 
2) Ketahanan Air 

Ketahanan air merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk 

menjamin ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan 

sumber daya air bagi kebutuhan domestik, ekonomi, dan lingkungan. 

Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah akses 

rumah tangga terhadap kondisi air minum.  Di Provinsi  Sulawesi 

Tengah, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029 

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II - 46 

sumber air minum layak berdasarkan klasifikasi wilayah pada Tahun 

2024 tercantum pada grafik berikut.  

 
                        Sumber: BPS, 2025 

Gambar 2.15  
Akses Ketahanan Air Bagi Rumah Tangga Berdasarkan  

Wilayah di Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2024 

 
 

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak 

tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak 

ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong 

peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Selaras dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi 

Pemerintah Provinsi  karena menyangkut prasarana dasar, sehingga 

perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada 

standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Perkembangan mengenai persentase rumah tangga di 

Provinsi  Sulawesi Tengah yang menggunakan air minum layak 

sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan 

data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) BPS dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

94,61%

84,47%
87,86%

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan
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Sumber: BPS, 2024 (Data diolah kembali). 

Gambar 2.16  
Perkembangan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak  

di Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024  

Perkembangan capaian akses air minum layak bagi rumah 

tangga di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2024 mengalami fluktuatif yakni pada Tahun 2020 

sebesar 84,60 persen meningkat menjadi 88,51 persen pada Tahun 

2021, pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 86,74 

persen, selanjutnya pada Tahun 2023 mengalami peningkatan 

menjadi 86,85 persen dan pada Tahun 2024 kembali meningkat 

hingga mencapai 87,86 persen. Terjadinya penurunan akses air 

minum layak pada Tahun 2022 disebabkan beberapa hal, antara lain: 

(a) tingginya mobilitas penduduk/tenaga kerja di Sulawesi Tengah 

tidak diimbangi dengan ketersediaan air minum layak, (b) tingginya 

kebocoran air pada pipa karena kurang maksimalnya pemeliharaan 

SPAM, dan (c) masih banyaknya SPAM yang mengalami idle 

capacity karena belum terbangun Sambungan Rumah (SR) yang 

menjadi kewenangan Kabupaten Kota.  

Capaian pemenuhan akses air minum layak bagi rumah tangga 

Provinsi  Sulawesi Tengah tidak  lepas dari sinergitas dan peran 

kebijakan kabupaten/kota dalam pencapaian akses air minum layak 

bagi masyarakat. Adapun capaian akses air minum layak bagi rumah 

tangga di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 

yakni capaian akses air minum layak tertinggi terdapat di Kota Palu 

yaitu sebesar 99,25 persen, sedangkan pencapaian akses air minum 
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layak yang terendah terdapat di Kabupaten Tolitoli yaitu hanya 

sebesar 73,05 persen. Selanjutnya secara detail mengenai 

pencapaian akses air minum layak bagi rumah tangga di 

kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut. 

 
Sumber: BPS, 2025 (Data diolah kembali). 

Gambar 2.17  
Perkembangan Persentase Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota 

se-Sulawesi Tengah Tahun 2024 

 
3) Kemandirian Pangan 

Kemandirian pangan merujuk pada kemampuan daerah 

dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, baik melalui 

produksi lokal maupun distribusi yang stabil. Indikator utama 

kemandirian pangan adalah indeks ketahanan pangan.  Dalam rangka 

mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-

faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam 

bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan 

subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan 

indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan 

dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan 

dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam 

IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan 

global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan 
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dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) 

ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta 

mencakup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi . 

 Indeks ketahanan pangan berbagai kabupaten dan kota di Provinsi  

Sulawesi Tengah tercantum pada gambar berikut. 

 

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 

Gambar 2.18  
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota  

se Sulawesi Tengah Tahun 2018-2024 
 

Indikator lainnya adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi 

pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU).  Angka PoU 

Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2020-2024 dengan tingkat 

pertumbuhan rata-rata sebesar 5,43% tercantum pada gambar berikut. 

 

                      Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 

Gambar 2.19  
Perkembangan PoU (Prevalence of Undernourishment)  

Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 
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Adapun realisasi PoU untuk tingkat kabupaten/kota di Provinsi  

Sulawesi Tengah terinci pada tabel berikut. 

Tabel 2.24 
Perkembangan PoU Kabupaten/Kota di Provinsi  Sulawesi Tengah  

Tahun 2020-2024 

KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 

PALU 4,36 7,28 11,95 6,00 5,72 

MOROWALI 4,97 7,03 6,69 7,90 7,55 

TOLITOLI 9,58 14,30 14,23 13,66 13,08 

BANGGAI LAUT 10,51 11,91 11,26 13,42 12,89 

SIGI 10,66 12,56 14,12 14,11 13,49 

DONGGALA 10,41 9,96 14,81 11,36 10,86 

BANGKEP 13,27 16,14 16,26 16,56 15,86 

TOJO UNA-UNA 8,70 9,61 9,31 10,78 10,30 

BANGGAI 8,15 11,91 11,85 9,95 9,52 

POSO 7,31 9,29 8,98 7,36 7,06 

BUOL 8,06 10,44 10,03 8,48 8,10 

PARIGI MOUTONG 11,27 10,63 12,36 9,92 9,47 

MOROWALI UTARA 7,41 8,75 7,40 7,10 6,78 
   Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 

 
E. Lingkungan Hidup Berkualitas 

Lingkungan hidup yang berkualitas meliputi kondisi pengendalian 

pencemaran dan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, 

produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Kondisi pengendalian pencemaran lingkungan di Provinsi  Sulawesi 

Tengah menunjukkan adanya berbagai tantangan, khususnya terkait 

pengelolaan sampah dan pertambangan yang dapat berdampak negatif 

terhadap lingkungan. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dan instansi 

terkait telah dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran tersebut, 

namun demikian implementasi kebijakan dan regulasi masih perlu 

ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. 

Kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi lingkungan yang 

memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia dan 

makhluk hidup lain. Kondisi Ini mencakup kualitas udara, air, tanah, dan juga 

aspek sosial seperti kebersihan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya 

alam.  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) salah satu indikator 

refresentatif yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang 
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kualitas lingkungan suatu wilayah, membantu pengambilan keputusan, dan 

menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan lingkungan yang efektif.  

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi  

Sulawesi Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung 

mengalami peningkatan yakni dari 77,53 pada Tahun 2020 meningkat menjadi 

79,74 pada Tahun 2024. 

 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  Sulteng, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.20  
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi  Sulawesi Tengah 

Tahun 2020-2024 

 

Adapun komponen pembentuk IKLH periode 2020-2024 disajikan 

berikut: 

Tabel 2.25  
Komponen Pembentuk IKLH Provinsi  Sulawesi Tengah  

Tahun 2020 – 2024 

Tahun 
Capaian 

IKA IKU IKL IKAL IKLH 

2020 61,67 91,8 83,88 61,76 77,53 

2021 55,84 91,33 83,1 87,36 77,78 

2022 57,71 91,86 82,48 88,42 78,66 

2023 63,69 91,88 0 79,81 79,93 

2024 62,07 92,93 82,97 79,08 79,74 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  Sulteng, 2025  

 

F. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim  

Resiliensi (ketangguhan) terhadap bencana dan perubahan iklim 

merupakan prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029 karena beberapa 

alasan mendasar yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, 

perlindungan sosial, dan stabilitas lingkungan. 

 

2020 2021 2022 2023 2024

77,53 77,78

78,86 78,93

79,74

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah
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1) Indeks Resiko Bencana 

Kebijakan penanganan risiko bencana di daerah menjadi prioritas 

utama dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini 

penting karena daerah adalah lokasi terjadinya bencana dan masyarakat 

paling rentan terhadap dampaknya. Prioritas ini mencakup identifikasi 

risiko, penyusunan rencana penanggulangan, peningkatan 

kesiapsiagaan, dan penguatan infrastruktur tahan bencana. 

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi 

tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan 

tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan 

faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat 

risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki 

dan gabungan dari bahaya  tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko 

Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di  Indonesia 

berdasarkan risiko bencana yang ada.  

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh 

BNPB dan BPBD Provinsi  Sulawesi Tengah, tercatat bahwa ada 

sebanyak 60 kejadian bencana di Provinsi  Sulawesi Tengah, yakni 

bencana banjir merupakan bencana tertinggi yang yang sering terjadi 

sebanyak 46 kejadian dan bencana puting beliuang sebanyak 7 

kejadian. Daerah yang sering terjadi bencana ada di daerah Tojo Una-

Una  dan Sigi. Tingkat resiko bencana tinggi yang ada disulawesi Tengah 

adalah bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrime, Gelombang 

ekstrime dan abrasi, Gempabumi, Kebakarab hutan dan lahan, 

Kekeringan, Letusan Gunung Api colo, likuefaksi, Tanah longsor dan 

Tsunami.  

Selanjutnya berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI (Indeks Risiko 

Bencana Indonesia) Tahun 2021-2024 antara data bahaya dan 

kerentanan baseline dengan data 2021 menunjukkan adanya 

peningkatan nilai IRBI secara umum. Peningkatan ini mengindikasikan 

adanya peningkatan risiko bencana di berbagai daerah. Peningkatan 

IRBI ini disebabkan oleh perubahan data bahaya dan kerentanan yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan, dimana data baseline yang 

digunakan adalah data Tahun 2021 dengan memasukan data bahaya 
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dan kerentanan (termasuk nilai likuifaksi yang terjadi Provinsi  Sulawesi 

Tengah).  

Hasil publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) menunjukan bahwa berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara 

Bahaya dan Kerentanan Baseline dengan Data 2021, Perkembangan 

Indeks Resiko Bencana di Provinsi  Sulawesi Tengah sejak Tahun 2021 

sampai dengan Tahun 2024 cenderung fluktuatif dimana pada Tahun 

2021 nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 187,68 meningkat menjadi 

236,67 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 menurun menjadi 232,22, 

serta kembali menurun di Tahun 2024 menjadi 226,78, sebagaimana 

terlihat pada gambar berikut.   

 

Sumber: BNPB, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.21  
Perkembangan Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 

2021-2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan  
Kerentanan Baseline dengan Data 2021 

 
Selanjutnya, Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 

2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara Bahaya dan 

Kerentanan Baseline dengan Data 2021 secara hirarki dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 2.26  
Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota  

se-Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan Nilai Penyetaraan IRBI antara 
Bahaya dan Kerentanan Baseline dengan Data 2021 

No Kabupaten/Kota Nilai IRB Kelas Risiko 

1 Banggai 284,74 TINGGI 

2 Tojo Una Una 282,00 TINGGI 

3 Morowali 275,20 TINGGI 

4 Buol 271,20 TINGGI 

5 Morowoli Utara 268,80 TINGGI 

6 Donggala 266,40 TINGGI 

7 Banggai Laut 240,80 TINGGI 

8 Tolitoli 236,45 TINGGI 

9 Banggai Kepulauan 230,40 TINGGI 

10 Poso 183,02 TINGGI 

11 Kota Palu 180,27 TINGGI 

12 Sigi 172,94 TINGGI 

13 Parigi Moutong 124,56 SEDANG 

Sumber: BNPB, 2025. 

Berdasarkan tabel di atas, menujukkan bahwa hampir semua 

wilayah kabupatenkota di Sulawesi Tengah memiliki daerah dengan 

kategori risiko tinggi kecuali Kabupaten Parigi Moutong dengan kategori 

sedang. 

Selanjutnya Kawasan Rawan Bencana Provinsi  Sulawesi Tengah 

secara spasial disajikan dalam gambar di bawah ini. 
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Sumber : KLHS RPJPD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 

Gambar 2.22 
 Peta Multi Bahaya di Provinsi  Sulawesi Tengah 
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Sumber : KLHS RPJPD Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 

Gambar 2.23   
Peta Multi Kerentanan di Provinsi  Sulawesi Tengah 
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2) Indeks Ketahanan Daerah 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk 

mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, 

baik di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi . Dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. 

Indeks Ketahanan Daerah ini nantinya akan mempengaruhi 

Indeks Risiko Bencana Indonesia di tingkat nasional pada setiap Provinsi  

maupun kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadikan urusan bencana di 

Indonesia menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan baik ditingkat 

kabupaten/kota, Provinsi, maupun nasional. Pelaksanaan 

penanggulangan bencana juga tidak hanya ketika terjadinya bencana. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, 

disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana 

yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan 

tersebut menjadi kewajiban yang mesti dijalankan di setiap daerah. 

Dengan memperhatikan ketiga tahapan tersebut dalam upaya 

mengurangi indeks risiko bencana dapat dilaksanakan dengan 

mengimplementasikan baik dari tahapan perencanaan, pelaksaan, dan 

monitoring serta evaluasinya. Dalam upaya pengurangan indeks risiko 

bencana tersebut tidak hanya melibatkan BPBD saja sebagai 

koordinator dalam penanggulangan bencana di daerah, tapi 

membutuhkan instansi-instansi lintas sektor dalam melaksanakan upaya 

tersebut. 

Setidaknya terdapat 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan 

yang mesti dijawab dalam setiap pengisian Indeks Ketahanan Daerah 

(IKD). Ke-284 pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang tidak 

hanya dimiliki BPBD saja, tapi juga memerlukan koordinasi dengan 

instansi lainnya yang terkait untuk bersinergi menuntaskannya seperti 

Bappeda dan Litbang, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, dan lainnya. 
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Berdasarkan data hasil publikasi BNBP dan BPBD Provinsi  

Sulawesi Tengah, capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi  

Sulawesi Tengah sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 

cenderung mengalami peningkatan yakni dari 0,20 (Kategori rendah) 

pada Tahun 2020 menjadi 0,39 (kategori rendah) pada Tahun 2024, 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut: 

 

Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi  Sulteng, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.24  
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi  Sulawesi Tengah 

Tahun 2020 – 2024 

Selanjutnya, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota se-

Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.27  
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota  

se-Sulawesi Tengah Periode 2020 – 2024 

KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Banggai Kepulauan 0,20 0,20 0,24 0,31 0,35  

Banggai 0,20 0,20 0,31 0,33 0,37  

Morowali 0,20 0,20 0,30 0,34 0,34  

Poso 0,20 0,49 0,45 0,45 0,45  

Donggala 0,20 0,2 0,20 0,27 0,35  

Tolitoli 0,20 0,25 0,42 0,47 0,48  

Buol 0,20 0,20 0,21 0,20 0,21  

Parigi Moutong 0,20 0,20 0,63 0,65 0,67  

Tojo Una-Una 0,20 0,20 0,24 0,23 0,20  

Sigi 0,20 0,40 0,41 0,46 0,47  
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KABUPATEN/KOTA 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Banggai Laut 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22  

Morowali Utara 0,20 0,28 0,29 0,30 0,30  

Kota Palu 0,20 0,20 0,52 0,67 0,73  

 Sumber: BNPB dan BPBD Provinsi  Sulteng, 2025. 

 
Dalam perspektif Indeks Ketahanan Daerah (IKD) kabupaten/kota 

Tahun 2024, daerah dengan IKD kategori sedang yaitu Kota Palu, 

Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, 

Kabupaten Poso, sedangkan kabupaten lainnya masuk dalam IKD 

kategori rendah.  

 

3) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 

Inventarisasi GRK merupakan kegiatan untuk memperoleh data 

dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan 

emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan 

penyerapannya termasuk simpanan karbon. Setelah data dan informasi 

diperoleh, selanjutnya dilakukan penginputan pada aplikasi Sign Smart. 

Hasil dari perhitungan kemudian disajikan dalam grafik profil emisi 

daerah sebagaimana yang termuat pada Gambar dan Tabel berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Aplikasi Sign Smart 
Gambar 2.25  

Grafik Profil Emisi GRK Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 
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Tabel 2.28  
Tingkat Emisi Sektoral Tahun 2019-2023 

 
Sumber: Aplikasi Sign Smart, 2024 

 
 

Tabel di atas menjelaskan deskripsi tren emisi dan tingkat emisi 

Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut: 

- Emisi GRK Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2023 mencapai 47.091 

GgCO2eq. besaran angka emisi ini belum termasuk emisi yang 

dihasilkan oleh sektor IPPU. Kontribusi terbesar bersumber dari 

sektor energi yakni 94% atau sama dengan 44.231,09 GgCO2eq; 

- Sektor kehutanan menunjukkan kinerja baik dalam mereduksi emisi, 

dimana terjadi serapan emisi sebanyak 15.747,19 GgCO2eq. Jika 

bandingkan dengan Tahun 2022 serapan emisi yang sebesar 

20.255,48 GgCO2eq, maka terjadi penurunan serapan emisi 

sebanyak 22%; 

- Dengan membandingkan antara data emisi dan serapan, maka 

emisi netto Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2023 mencapai 

31.343,76 GgCO2eq; 

- Pola data emisi GRK Provinsi  Sulawesi Tengah berdasarkan data 

dari Tahun 2019, menunjukaan tren emisi pada sektor energi 

mengalami peningkatan. Hasil analisis menemukan bahwa 

penyebab peningkatan tren tersebut dikarenakan konsumsi 

batubara yang dalam penyediaan energi untuk industri 

pertambangan mengalami peningkatan jumlah sehingga 

menyebabkan peningkatan emisi sektor energi antara Tahun 2022 

ke Tahun 2023 mencapai 44%; 

- Pertumbuhan emisi sektor limbah nampaknya menunjukkan kinerja 

yang lebih baik. Pada Tahun 2023 emisinya mencapai 409,91 

GgCO2eq yang berarti mengalami penurunan sebesar 5% 

dibandingkan Tahun sebelumnya; 
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- ada halnya dengan sektor pertanian, tren emisinya mengalami 

peningkatan sekalipun secara kuantitatif tidak besar namun 

proporsinya sebesar 5%; 

- Khusus di sektor kehutanan, kinerja sektor ini terhadap pengurangan 

emisi menunjukkan kondisi menurun dari Tahun sebelumnya. Sektor 

ini memiliki serapan emisi yang dihasilkan mencapai 15.747,19 

GgCO2eq atau menurun sebanyak 22% dari Tahun 2022. 

 
G. Demografi 

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan 

karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga 

menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah 

penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga 

mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.   

1) Jumlah Penduduk 

Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah ruah 

menyebabkan mobilitas penduduk di Provinsi  Sulawesi Tengah cukup 

tinggi. Jumlah penduduk selama kurang Tahun 2020 sampai dengan 

Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 2.978.380 jiwa pada 

Tahun 2020 menjadi 3.121.750 jiwa pada Tahun 2024, dengan rata-rata 

laju pertumbuhan 1-1,5 persen pertahunnya dan tingkat kepadatan 

penduduk rata-rata 50 jiwa per kilometer persegi. 

 

Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.26  
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi  Sulawesi Tengah Periode 2020-2024 
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Perkembangan jumlah penduduk Provinsi  Sulawesi Tengah 

selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 didominasi oleh kaum 

laki-laki yakni pada Tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

1.530.930 jiwa meningkat menjadi 1.600.610 jiwa pada Tahun 2024, 

sedangkan jumlah penduduk perempuan yakni dari 1.447.450 jiwa pada 

Tahun 2020 meningkat menjadi 1.521.150 jiwa pada Tahun 2024.  

 
Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.27  
Perkembangan Jumlah Penduduk  Provinsi  Sulawesi Tengah Berdasarkan 

Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 

 

Selanjutnya, secara rinci mengenai perkembangan penduduk 

kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan laki-laki dan 

perempuan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 2.29 
Perkembangan Penduduk Provinsi  Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota 

dan Berdasarkan Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020-2024 

 
Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali) 

 

Dilihat dari distribusi penduduk berdasarkan kabupaten/kota 

Tahun 2024, konsentrasi penduduk terbesar berada di Kabupaten Parigi 

Moutong yaitu sebanyak 459.790 jiwa atau sebesar 14,73 persen dari 

populasi penduduk di Provinsi  Sulawesi Tengah, selanjutnya terbesar 

kedua dan ketiga masing-masing adalah Kota Palu yakni sebanyak 

392.500 jiwa (12,57%) dan Kabupaten Banggai sebanyak 377.600 jiwa 

(12,10%). Sedangkan konsentrasi penduduk terendah terdapat di 

Kabupaten Banggai Laut yakni hanya 74.020 jiwa (2,37%). 

 

2) Penduduk Dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) 
Sulawesi Tengah 

 
Provinsi  Sulawesi Tengah masih memiliki banyak Komunitas 

Adat Terpencil yang belum diberdayakan. Berdasarkan data Tahun 

2023/2024, masih terdapat 16.679 jumlah Kepala Keluarga atau 66.711 

jiwa komunitas adat yang tersebar di 12 kabupaten di Provinsi  Sulawesi 

Tengah. Persebaran tersebut terbagi atas beberapa suku dan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.30  
Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Menurut Kabupaten dan Suku Provinsi  

Sulawesi Tengah Tahun 2023/2024 

NO. KABUPATEN/KOTA NAMA SUKU KK JIWA 

1. Banggai Kepulauan 1. Sea-Sea 275 1.100 

2. Banggai  1. Loinang (Saluan) 1.117 4.468 

3. Morowali 1. Wana (Taa) 392 1.568 

4. Poso 1. Mori 94 376 

5. Donggala 1.Tolare (Da’a) 1.259 5.036 

6. Tolitoli 1.Lautje 1.218 4.922 

    2. Pendau 1.082 4.420 

    3.Dondo 2.104 8.343 

    4.Pandau dan Dondo 165 591 

    5. Hanje 100 400 

    6. Bajo 145 604 

7. Buol   - - 

8. Parigi Moutong 1.Lauje 2.377 9.508 

    2.Tara - - 

    3.Pendau - - 

9. Sigi 1. Da’a 3.250 12.969 

10. Banggai Laut 1.Banggai 592 2.370 

    2.Banggai Bajo 320 1.280 

11. Morowali Utara   1.032 4.128 

12 Tojo Una-Una Wana 1.157 4.628 

Jumlah 16.679 66.711 

Sumber: BPS, 2025 (data diolah Kembali) 

 

3) Pertumbuhan Penduduk 

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen 

perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. 

Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk 

secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan 

semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang 

berbeda-beda. 
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Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.28  
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi  Sulawesi Tengah pada 

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung menurun dan 

angkanya relatif kecil yakni dari 1,22 persen pada Tahun 2020 menurun 

menjadi 1,20 persen pada Tahun 2024. 

 

4) Penduduk Usia Produktif 

Sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2035 Indonesia diperkirakan 

memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara Tahun 

2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif 

yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. 

Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber 

tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat 

berperan dalam percepatan pembangunan.  

Usia produktif sangat penting untuk mendukung produktivitas dan 

kualitas hidup. Usia produktif ditandai dengan kemampuan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari dengan efektif dan efisien. Kategori usia 

produktif menurut BPS yakni penduduk yang berusia 15 Tahun sampai 

dengan 64 tahun. Berdasarkan data BPS, Provinsi  Sulawesi Tengah 

selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 memiliki bonus 

demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif 

terhadap total penduduk lebih dari 60 persen, yakni dari 67,92 persen 

pada Tahun 2020 meningkat menjadi 68,18 persen pada Tahun 2024. 

Sementara jumlah penduduk usia produktif Provinsi  Sulawesi Tengah 

2.978.380 3.015.000 3.051.150 3.086.750 3.121.750 

1,22 1,62 1,53 1,22 1,20

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah (Jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029 

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH | II - 66 

dari 2.022.870 jiwa pada Tahun 20219 meningkat menjadi 2.128.490 

jiwa. 

 
Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali) 

 
Gambar 2.29  

Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi Provinsi  Sulawesi Tengah  
Tahun 2020-2024 

 

5) Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk 

membandingkan penduduk usia produktif dengan penduduk usia 

nonproduktif. Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk 

yang berumur 0–14 Tahun dan 65 Tahun ke atas dibagi dengan jumlah 

penduduk berumur 15–64 Tahun dikalikan 100. 

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan 

semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia 

produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif 

dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan 

yang semakin rendah mengindikasikan semakin rendahnya beban yang 

ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia 

belum produktif dan tidak produktif. 

Rasio ketergantungan Usia Non Produktif terhadap Usia Produktif 

di Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun pada Tahun 2020 sampai 

dengan Tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat yakni dari 

44,91 persen pada Tahun 2020 menjadi 48,03 persen pada Tahun 2024.  
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Sumber: BPS, 2025 (data diolah kembali) 

Gambar 2.30  
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk  

Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 
 
 

6) Kepadatan Penduduk  

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan 

banyaknya jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah per 

satuan luas, biasanya per kilometer persegi. Kepadatan penduduk 

yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan 

ekonomi, seperti kekurangan sumber daya, masalah sanitasi, 

degradasi lingkungan, dan kesulitan dalam penyediaan infrastruktur. 

Dengan demikian, menekan kepadatan penduduk menjadi penting 

dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi 

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan data BPS, tingkat kepadatan penduduk di 

Provinsi  Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 sampai dengan 

Tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat yakni dari 40 

jiwa/km2 pada Tahun 2020 menjadi 51 jiwa/km2 pada Tahun 2024, 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 


